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MOTTO 
 
                                                                                                                                    
                                                                 
  : عسنا(۲۹)   
"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang 
berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." 
(QS An-Nisa’ : 29) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …‘… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
 x 
 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...’… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah a a 
  َ  ‎ Kasrah i i 
  َ   Dammah u u 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
xi 
 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya ī i dan garis di atas 
 xii 
 
و...أ Dammah dan 
wau 
ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
 
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
 xiv 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
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9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xvi 
 
KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah 
dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “BAGI HASIL DALAM SISTEM 
PENGGARAPAN SAWAH MARO DAN MRAPAT PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM (STUDI KASUS DI JATEN, TRASAN, JUWIRING, KLATEN).” 
Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak 
terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, 
penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini 
khususnya kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah 
IAIN Surakarta dan dosen pembimbing skripsi saya yang telah 
meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan 
memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini. 
3. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan (Program 
Studi) Hukum Ekonomi Syari’ah yang telah memberikan arahan serta 
bimbingannya kepada penulis. 
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan 
Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). 
xvii 
 
5. Bapak H. Andi Mardian, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada 
penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta. 
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk 
menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang 
lebih baik. 
7. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta atas tambahan 
pengatahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama 
kegiatan perkuliahan. 
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan 
sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, 
referensi skripsi yang diperlukan penulis. 
9. Kedua orang tua saya Bapak Wardiyantoro dan Ibu Sri Hartini yang 
telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan 
pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan 
kata-kata. 
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syari’ah IAIN Surakarta yang seru dan 
selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
11. Bapak Sunarno selaku Kepala Desa Trasan beserta masyarakat Dukuh 
Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang telah 
meluangkan waktunya dan bersedia di jadikan penelitian dalam skripsi 
ini. 
 xviii 
 
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang 
telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. 
Penuis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan 
saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir 
kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan 
Almamater IAIN Surakarta. 
 
Surakarta, 17 Desember 2018 
     Penulis 
 
 
    LIA SRI WULANDARI 
          NIM. 152111087 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xix 
 
ABSTRAK 
 
Lia Sri Wulandari, NIM : 152.111.087, “Bagi Hasil Dalam Sistem 
Penggarapan Sawah Maro Dan Mrapat Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus Di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten). Dalam kehidupan sehari-hari 
banyak orang melakukan kerjasama, khususnya kerjasama dalam penggarapan 
sawah. Dalam kerjasama tersebut terdapat dua pihak yaitu pemilik sawah dan 
penggarap sawah. Kerjasama penggarapan tersebut terdapat dua sistem yaitu 
mrapat dan maro. Meskipun sistem penggarapan sawah sudah ada yaitu maro dan 
mrapat. Akan tetapi, pada saat pelaksanaan bagi hasil masih saja ada beberapa 
orang yang tidak jujur dalam pembagian hasil panennya. Hal tersebut dikarenakan 
pada saat padi dijual pada penebas (tebasan) kedua belah pihak (pemilik sawah 
dan penggarap) tidak dapat hadir bersamaan. Kondisi tersebut digunakan sebagai 
kesempatan untuk menyisihkan sebagian dari hasil panen oleh penggarap sawah, 
baru sisa uang yang ada diberitahukan kepada pemilik sawah,                                                                                                                    
dibagi sesuai kesepakatan awal antar pemilik sawah dengan penggarap sawah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagi hasil dalam sistem 
pengarapan sawah di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten. dan mengetahui perspektif 
hukum Islam terhadap bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah di Jaten, 
Trasan, Juwiring, Klaten. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif lapangan. Sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. 
Lokasi penelitian ada di Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten selama 66 hari. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir 
deduktif, yaitu membandingkan antara teori dengan kejadian kasuitis dari 
lapangan. 
Bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah di Dukuh Jaten, Desa Trasan, 
Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten menggunakan dua sistem yaitu maro dan 
mrapat. Jumlah uang yang dibagihasilkan antara pemilik sawah dan penggarap 
sawah bukan jumlah uang keseluruhan dari hasil penjualan padi. Dari perspektif 
hukum Islam bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah maro dan mrapat yang 
dilakukan di Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten 
tersebut beberapa masyarakat belum sesuai dengan hukum Islam, karena ada 
ketidakadilan dalam proses bagi hasil. Namun, sebagian besar masyarakat yang 
melakukan bagi hasil sudah sesuai dengan hukum Islam. 
Kata kunci : bagi hasil, penggarapan sawah, dan hukum Islam 
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ABSTRACT 
 
Lia Sri Wulandari, NIM: 152,111,087, Share of Results in the Maro 
Rice Field Cultivation System and the Islamic Law Perspective (Case Study 
in Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten). In everyday life many people collaborate, 
especially cooperation in cultivating rice fields. In the collaboration there are two 
parties, namely the owner of the rice fields and cultivators of the fields. The 
cultivation cooperation has two systems, namely the meeting and maro. Although 
the system for cultivating rice fields already exists, namely maro and mrapat. 
However, at the time of sharing the results there were still some people who were 
dishonest in the distribution of their crops. This is because when rice is sold at 
slashing (slash) both parties (rice field owners and cultivators) cannot be present 
together. This condition was used as an opportunity to set aside a portion of the 
harvest by the cultivators of the fields, only the remaining money was notified to 
the owners of the rice fields, divided according to the initial agreement between 
the owners of rice fields with cultivators of the fields. 
This study aims to determine the profit sharing in the cultivation system of 
rice fields in Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten. and knowing the perspective of 
Islamic law on profit sharing in the cultivation system of rice fields in Jaten, 
Trasan, Juwiring, Klaten. 
This study included a type of qualitative field research. There are two data 
sources used in this study, namely primary data and secondary data. The research 
location was in Jaten Hamlet, Trasan Village, Juwiring District, Klaten Regency 
for 66 days. Data collection techniques used in this study include interviews, 
observation, and documentation. Whereas, the technical analysis of the data used 
in this study is to use a qualitative descriptive type by using deductive thinking 
patterns, namely comparing the theory with a poetic event from the field. 
Sharing the results in the cultivation system of rice fields in Hamlet Jaten, 
Trasan Village, Juwiring Subdistrict, Klaten Regency was carried out after the 
paddy cultivators gave repayments from penebas to the owners of the fields. Then, 
the owner of the rice field divides the money from the sale of the rice with 
cultivators of rice fields according to the initial agreement. From the perspective 
of Islamic law for the results in the cultivation system of rice fields carried out by 
most people in Jaten Hamlet, Trasan Village, Juwiring Subdistrict, Klaten 
Regency is not yet in harmony and conditions, because there are injustices in the 
profit sharing process, rice cultivators use money panjer given by penebas without 
notifying the owner of the paddy first. 
Keywords: profit sharing, cultivation of rice fields, and Islamic law 
 
 
 
 
 
 
 
xxi 
 
DAFTAR ISI 
HALAMAN JUDUL………………………………………………….. i 
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING…………….. ii 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI…………………. iii 
HALAMAN NOTA DINAS………………………………………….. iv 
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASAH………………………. v 
HALAMAN MOTTO…………………………………………………. vi 
HALAMAN PERSEMBAHAN………………………………………. vii 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI…………………….. …. viii 
HALAMAN KATA PENGANTAR....................................................... xvi 
ABSTRAK…………………………………………………………….. xix 
DAFTAR ISI…………………………………………………………... xxi 
DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. xxiii 
DAFTAR TABEL……………………………………………………... xxiv 
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………………... xxv 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah.............................................................. 1 
B. Rumusan Masalah……………………………………………… 6 
C. Tujuan Penelitian………………………………………………. 7 
D. Manfaat Penelitian……………………………………………… 7 
E. Kerangka Teori………………………………………………… 8 
F. Tinjauan Pustaka……………………………………………….. 13 
G. Metode Penelitian……………………………………………… 18 
H. Sistematika Penulisan………………………………………….. 21 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Bagi Hasil……………………………………………………… 23 
1. Pengertian Bagi Hasil……………………………………… 23 
2. Rukun Mud}a>rabah…………………………………………. 24 
3. Syarat Mud}a>rabah…………………………………………. 25 
 xxii 
 
B. Muza>ra’ah………………............................................................ 25 
1. Pengertian Muza>ra’ah ……………………………………... 25 
2. Landasan Hukum…………………………………………... 27 
3. Rukun-Rukun Muza>ra’ah …………………………………. 30 
4. Syarat-Syarat Muza>ra’ah ………………………………….. 30 
5. Hikmah Muza>ra’ah ………………………………………... 32 
6. Hukum Muza>ra’ah ………………………………………… 33 
C. Prinsip Ekonomi Dalam Hukum Islam........................... …. 34 
 
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
A. Gambara Umum Lokasi Penelitian………………...................... 38 
1. Struktur Organisasi………………………………………… 38 
2. Tugas dan Fungsi………………………..…………………. 39 
3. Perkembangan Desa……...………………………………… 41 
4. Visi dan Misi…………….…………………………………. 43 
5. Letak Geografis…………….………………………………. 44 
B. Para Pelaku Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah… 45 
C. Proses Terjadinya Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan 
Sawah………………………………. …………………………. 53 
D. Objek Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah…… ….. 57 
 
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan 
Sawah………………………………........................................... 60 
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam 
Sistem Penggarapan Sawah.......................................................... 67 
 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan……………………………………………………... 72 
B. Saran……………………………………………………………. 73 
DAFTAR PUSTAKA 
xxiii 
 
DAFTAR GAMBAR 
Gambar 1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Trasan……… ….. 38 
Gambar 2 : Peta Desa Trasan…………………………………………… 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xxiv 
 
DAFTAR TABEL 
Tabel 1 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian di Desa Trasan 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxv 
 
DAFTAR LAMPIRAN 
Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian 
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian 
Lampiran 3 : Biodata Narasumber 
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara Pemilik Sawah 
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara Penggarap Sawah 
Lampiran 6 : Pedoman Wawancara Kepala Desa 
Lampiran 7 : Foto-Foto Bersama Beberapa Narasumber 
Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pemilik 
tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan paksaan. Perjanjian 
bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan saling membutuhkan, atas 
dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula didorong oleh rasa 
kekeluargaan dan saling tolong-menolong diantara pemilik tanah dengan 
penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama dilakukan dalam masyarakat desa 
secara turun-temurun. Pelaksanaan pada umumnya berdasarkan kebiasaan 
yang telah ada.
1
        
       Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh mu’amalah 
adalah transaksi bagi hasil. Akad mud}a>rabah adalah salah satu akad dengan 
sisten bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk 
saling membantu antara orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada 
dalam akad mud}a>rabah adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas 
kelemahan masing-masing pihak.
2
 
       Nilai keadilan dalam akad mud}a>rabah terletak pada keuntungan dan 
pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama 
sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah ihak akan menikmati 
keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan 
keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara 
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 Fidziyah Khasanah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan 
Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri 
Semarang, Semarang, 2015, hlm. 2                                                                                                                                                                                             
2 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101 
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proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. Dari 
aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang diinvestasikan. Dan 
dari aspek mud}arib, ia menerima resiko berupa kehilangan tenaga dan fikiran 
dalam melakukan pengelolaan modal.
3
 
       Di daerah Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten telah banyak terjadi praktik 
kerjasama penggarapan sawah antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Di 
dalam kerjasama tersebut terdapat dua sistem, yaitu maro dan mrapat. Sistem 
maro adalah suatu kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah 
dengan syarat semua biaya penggarapan sawah dibebankan kepada penggarap 
sawah, sedangkan pemilik sawah hanya menyediakan lahan atau sawah untuk 
dikelola oleh penggarap sawah. Sistem mrapat adalah suatu kerjasama antara 
pemilik sawah dan penggarap sawah dengan syarat penggarap sawah hanya 
mengeluarkan tenaga dan membantu sedikit biaya, sedangkan sisa biaya 
penggarapan sawah dibebankan kepada pemilik sawah dan menyediakan lahan 
atau sawah kepada penggarap sawah untuk dikelola.
4
 
       Umumnya proses penjualan padi di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten dijual 
ke penebas. Dikarenakan penggarap lebih suka menjual hasil padi kepada 
penebas. Pada saat proses tawar menawar, pihak yang hadir hanya penggarap 
sawah dan penebas, kegiatan tersebut dilakukan di sawah. Penggarap sawah 
memberitahu pemilik sawah, tetapi tidak memberitahu harga atau nominalnya. 
Setelah pemilik sawah setuju, penggarap sawah langsung memberi jawaban 
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atas tawaran dari penebas padi tersebut. Setelah itu, penebas memberikan uang 
kepada penggarap sawah sebagai uang muka. Namun, penggarap sawah tidak 
menyerahkan uang tersebut kepada pemilik sawah, melainkan uang tersebut 
digunakan oleh penggarap sawah terlebih dahulu. 
       Selang beberapa waktu terjadi poses pemotongan padi. Setelah 
pemotongan padi selesai, penebas melunasi kekurangan pembayarannya 
kepada penggarap sawah. Lalu, penggarap sawah menyerahkan uang tersebut 
kepada pemilik sawah. Jadi, secara otomatis pemilik sawah hanya mengetahui 
bahwa hasil padinya terjual sebesar uang yang diterima dari penggarap sawah 
tersebut. setelah uang hasil penjualan padi berada ditangan pemilik sawah, 
maka uang tersebutlalu dibagi sesuai kesepakatan diawal. 
       Sedangkan, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jumlah hasil 
penjualan padi. Agar proses bagi hasil dapat berjalan dengan penuh 
keterbukaan dan kejujuran dari para pihak yang melakukan kerja sama. 
Sehingga tidak ada lagi ketidakadilan terhadap salah satu pihak yang 
melakukan akad. Dikarenakan hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak 
yang berakad. Apabila hal tersebut dibiarkan terus berlanjut maka akan 
mengakibatkan kesenjangan yang sangat mencolok di kalangan masyarakat 
umum. 
       Secara singkat sawah adalah usaha pertanian yang dilaksanakan pada 
tanah basah serta memerlukan air untuk irigasi. Jenis tanaman yang digunakan 
untuk pertanian sawah ialah padi. Dalam bersawah, pengolahan lahan dapat 
dilakukan secara intensif serta merupakan pertanian menetap. Sawah sangat 
4 
 
 
 
bermanfaat bagi manusia karena tanpa sawah maka padi serta sejenisnya tidak 
akan kita makan, dimana kita tahu semua bahwa padi adalah makanan khas 
Indonesia.
5
 
       Pemanfaatan tanah dalam sektor pertanian oleh masyarakat mempunyai 
arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat terutama di 
daerah pedesaan. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas, akan tetapi 
tidak semua masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani memiliki 
lahan pertanian sendiri sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan 
pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani atau penggarap. Tanah yang tidak 
dikerjakan sendiri oleh pemiliknya akan dikerjakan oleh para penggarap yang 
bersedia melakukan kerja sama dalam hal mengolah tanah sawah. Kerja sama 
antar warga masyarakat desa didasari oleh sifat gotong toyong dan 
kekeluargaan yang nantinya akan menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama 
lain. Salah satu bentuk kerja sama antar warga masyarakat dalam bidang 
pertanian adalah penggarapan sawah dengan cara bagi hasil.
6
 
       Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum 
pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang 
sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada 
agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu 
ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syari’ah, yang berarti jalan yang digariskan 
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Tuhan untuk manusia.
7
 Namun demikian, syari’ah itu sepenuhnya diterapkan 
dalam kehidupan sosial masyarakat manusia, diinterpretasi dan dijabarkan 
oleh aktivitas intelektual manusia dalam merespon berbagai problem yang 
dihadapi manusia dalam perkembangan masyarakat, sehingga terhimpun 
sejumlah ketentuan hukum hasil ijtihad dan penafsiran manusia di samping 
ketentuan-ketentuan yang secara langsung ditetapkan dalam wahyu ilahi. 
       Dalam hubungan dengan orang lain, manusia mempunyai kepentingan 
terhadap orang lain. Oleh karena itu, timbullah hubungan hak dan kewajiban. 
Setiap manusia mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan oleh orang lain 
dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan 
terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-
kaidah hukum untuk menghindari bentrokan antara berbagai kepentingan. 
       Perubahan masyarakat dalam berbagai aspeknya baik ekonomi, politik, 
sosial, budaya, dan lain-lain dihadapi oleh hukum Islam dengan semestinya, 
disongsong dan diarahkan secara sadar bukan dihadapi secara acuh tak acuh, 
dibiarkan begitu saja. Ini adalah pengejawantahan dari fungsi hukum Islam 
sebagai pengendali masyarakat (sosial control), perekayasa sosial (sosial 
engineering) dan pensejahtera sosial (sosial welfare). Dalam hal ini hukum 
Islam telah memberikan prinsip-prinsip penting mengenai pengembangan 
yang rasional dalam upaya adaptasi dengan lingkungan barunya. Melalui pola 
seperti ini hukum Islam mampu menghindari terjadinya krisis hukum yang 
dilematis di tengah publiknya sendiri. Dengan demikian, peranan hukum Islam 
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 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah : Teori tentang Akad dalam Fikih 
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akan selalu efektif di tengah masyarakatnya, dimanapun dan bagaimanapun 
modelnya.
8
 
       Dengan adanya hukum Islam diharapkan dapat meminimalisir adanya 
praktik-praktik seperti permasalahan di atas. Meskipun tidak dapat langsung 
menghilangkan kebiasaan tersebut, namun setidaknya dapat mengurangi 
praktik tersebut. Dengan begitu kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan 
penggarap sawah dapat melakukan perjanjian dengan lebih terbuka atau 
transparan lagi agar semua pihak mendapatkan keadilan. 
       Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, hal itulah kiranya penyusun 
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Bagi Hasil Dalam Sistem 
Penggarapan Sawah Maro dan Mrapat Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus Di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
       Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah di Jaten, Trasan, 
Juwiring, Klaten ? 
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten ? 
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 Pujiono, Hukum Islam, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), hlm. 60. 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagi hasil dalam sistem pengarapan sawah di Jaten, 
Trasan, Juwiring, Klaten. 
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap bagi hasil dalam 
sistem penggarapan sawah di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan kepustakaan dalam bidang 
hukum Islam khususnya pengetahuan tentang bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah. 
b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan kajian bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan  dengan tema penelitian 
ini, khususnya tentang bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah. 
2. Manfaat Praktis 
       Manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh penggarap dapat berupa 
pembagian hasil panen yang sudah sesuai dengan perjanjian awal, karena 
dalam perhitungannya menggunakan bagi hasil yang jelas dan sesuai 
dengan hukum Islam. Hal tersebut akan mengurangi keresahan dalam 
masyarakat. 
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E. Kerangka Teori 
       Pada mulanya pertanian bagi hasil adalah bagi basil yang dilaksanakan di 
bidang pertanian yang merupakan budaya perjanjian yang tertua di bidang 
pertanian. Objek perjanjian bagi hasil pertanian adalah hasil tanam padi dan 
tenaga kerja petani.
9
 
       Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh mu’amalah 
adalah transaksi bagi hasil. Akad mud}a>rabah adalah salah satu akad dengan 
sisten bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, karena untuk 
saling membantu antara orang yang ahli mengelola uang. Semangat yang ada 
dalam akad mud}a>rabah adalah semangat kerjasama dan saling menutupi atas 
kelemahan masing-masing pihak.
10
 Menurut Jumhur Ulama’ rukun akad 
mud}a>rabah, yaitu aqida’in (dua orang yang berakad), al-ma>l (modal), al-riba> 
(keuntungan), al-a’mal (usaha), dan s }igat (usaha serah terima).11 
       Sedangkan, syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai 
dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan, yaitu Syarat yang terkait dengan 
orang yang melakukan akad (Aqida’in), yaitu cakap bertindak hukum dan 
s}ahi>b al-ma>l tidak boleh mengikat dalam mengelola dananya, Syarat yang 
terkait dengan modal, yaitu modal harus berupa uang, besarnya ditentukan 
secara jelas, modal bukan merupakan pinjaman, dan modal dalam bentuk 
tunai, dan Syarat yang terkait dengan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi 
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 Hardikusuma, Hukum Perjanjian Adat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 
140 
10 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101 
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 Ibid., hlm. 105 
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sesuai kesepakatan, s}ahi>b al-ma>l siap mengambil resiko dari modal yang 
dikelola, dan keuntungan berbentuk prosentase.
12
 
Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah. 
1. Muza>ra’ah (ةعرازم) 
       Bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan 
perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, 
sedangkan benih tanaman berasal dari pemilik tanah. 
2. Mukhabarah (ةرباخم) 
       Mukhabarah ialah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan 
penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara 
keduanya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan 
benihnya dari penggarap tanah.
13
 
3. Musaqat (ةقسم) 
       Bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan 
tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil 
yang maksimal. Kemudian hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua 
sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Kerjasama dalam bentuk Musaqat 
ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, 
karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan 
bukan dari hasilnya yang belum tentu.
14
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       Pada umumnya, sistem bagi hasil yang dipakai dalam kerja sama 
penggarapan sawah itu melibatkan dua pihak yaitu pihak pemilik sawah dan 
penggarap sawah, dimana pelaksanaanya dilakukan dengan kesepakatan 
bersama sesuai dengan perjanjian yeng telah disepakati. Pelaksanaan sistem 
bagi hasil di kalangan petani yang ada di pedesaan, sebenarnya tidak hanya 
didasari untuk memenuhi kebutuhan secara material saja berupa keuntungan 
tapi juga sebagai perekat komunitas dan kekerabatan mereka.
15
 
       Praktik pemberian imbalan atau jasa seseorang yang menggarap sawah 
orang lain, dalam hukum Islam cenderung pada praktik muza>ra’ah dan praktik 
mukhabarah. Bentuk kerja sama muza>ra’ah adalah kerja sama antara pemilik 
sawah dan penggarap sawah dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut 
kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik 
sawah. Kerja sama mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik 
sawah dan penggarap sawah menurut kesepakatan berama, sedangkan biaya, 
dan benihnya dari pihak penggarap.
16
 
 
 
 
 
 
                                                          
15
 Abdul Rahman Gazali, Fiqh Muamalah…, hlm. 115 
16
 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, Cet. K-1, (Bogor : Ghalia 
Indonesia, 2011), hlm. 215 
11 
 
 
 
       Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil 
prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para 
sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, sebagaimana hadis 
Nabi SAW yang berbunyi : 
 
Artinya : 
       “Diriwayatkon dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW mendatangani 
perjanjian dengan penduduk kaibor untuk memanfaatkan tanah dengan itu 
yang berupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi bagian mereka. Nabi 
SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma 
dan 20 wasq gandum (Bukhari)”17 
 
       Dari hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa penggarapan sawah 
dengan sistem bagi hasil dibolehkan oleh syari’at Islam, atas dasar tersebut 
maka masyarakat Desa Trasan mengadakan perjanjian penggarapan sawah 
dengan sistem penggarapan sawah maro atau mrapat. Bagi hasil dengan 
menggunakan sistem maro yaitu menyerahkan separuh dari hasil sawah 
garapan untuk penggarap dengan syarat penggarapnya menanggung semua 
biaya dalam penggarapan sawah dan pemilik swah hanya memberikan sawah 
tersebut untuk dikelola oleh penggarap sawah. Sedangkan, bagi hasil dengan 
sistem mrapat yaitu menyerahkan seperempat dari hasil sawah garapan untuk 
penggarap dengan syarat penggarapnya hanya mengelola sawah saja dan 
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 Imam Bukhari, al-jami’al-Musnad al-shahih, (Beirut : Darul Fikr), hlm. 447 
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pemilik sawah yang akan menanggung semua biaya dalam penggarapan 
sawah. 
       Untuk mengetahui gambaran mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam 
terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (mukhabarah / 
muza>ra’ah) menurut Desa Trasan yakni mengerjakan sawah orang dengan 
memperoleh bagian  dari hasilnya, sedang bibit, obat-obatan yang 
dipergunakan dari penggarap sawah, dibolehkan oleh syari’at Islam karena 
ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha pihak penggarap sawah, hal ini 
sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (9:4) yang berbunyi 
sebagai berikut: 
                                                                                                                         
                                                                      
       
Terjemahnya: 
       “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari 
isi perjanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang 
memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas 
waktunya”18 
 
       Untuk menghindari terjadinya kejadian perselisihan maka perintah kepala 
desa yang berwenang memandang perlu mengadakan undang-undang yang 
mengatur pejanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil, antara pemilik dan 
penggarap atas dasar yang adil. Demi untuk menjaga agar penggarap dan 
pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta sesamanya dengan jalan 
bathil sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah ayat 188 
sebagai berikut: 
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 ْنِّم اًقْـِيرَف اْوُلُکْأَِتل ِماَّکـُحْلا ىَلِا ْۤاَهِب اْوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْـيَـب ْمُكَـلاَوَْما ا ْْۤوُلُكَْأت َلََو  ِساَّنلا ِلاَوَْما  
 ُتْـَناَو ِمْث ِْلَِاب َنْوُمَلْعَـت ْم  
Terjemahnya: 
       “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui.”19 
 
       Menurut Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, Formula 
Zakat, Menuju Kesejahteraan Sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip 
ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan, prinsip Al Ih}san, prinsip Al 
Mas’uliyah, prinsip Al Kifayah, prinsip keseimbangan, dan prinsip kejujuran 
dan kebenaran. 
 
F. Tinjauan Pustaka 
       Telah banyak karya-karya, literature, skripsi, jurnal ataupun buku yang 
membahas atau berkaitan dengan bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah 
perspektif hukum Islam. Pembahasan topik para penulis cukup beragam mulai 
dari bagaimana bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah perspektif hukum 
Islam. 
       Jurnal Komunitas, Tri Wahyuningsih, mahasiswa Universitas Negeri 
Semarang, “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas 
Masyarakat”. Penelitian ini membicarakan tentang sistem bagi hasil maro, 
pelaksanaan sistem bagi hasil maro, dan sistem bagi hasil maro sebagai upaya 
                                                          
19
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an…, hlm. 46 
14 
 
 
 
mewujudkan solidaritas masyarakat. Adapun hasilnya adalah berupa sistem 
perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ma-
syarakat sejak dahulu. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah 
pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. Selain itu, berupa 
pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak hanya dapat meningkatkan 
perekonomian tetapi juga dapat juga memupuk solidaritas dalam masyarakat. 
Perjanjian bagi hasil yang terjadi karena beberapa faktor pendukung dan 
faktor penghambat.
20
 
       Skripsi, Muh. Ashar Arman, mahasiswa UIN ALAUDDIN Makassar 
Jurusan Ekonomi Islam, “Sistem Bagi hasil Penggarapan Sawah Di Desa 
Julubori Kec. Palangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Julubori 
Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini membicarakan 
tentang sistem pelaksanaan usaha bagi hasil menurut Hukum Adat di Desa 
Julobori Kecamatan Palangga Kabupaten. Gowa dan pandangan Hukum Islam 
terhadap sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah berdasarkan Hukum Adat di 
Desa Julubori. Adapun hasilnya adalah berupa sistem pelaksanaan bagi hasil 
di Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yang dikenal dengan 
istilah Bageanna dimana seorang pemilik lahan pekebunan menyerahkan 
lahan tersebut kepada penggarap untuk diolahnya dengan ketentuan bibit-bibit, 
obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Selain itu, berupa usaha penggarapan 
bagi hasil sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat Desa 
Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, baik dari segi 
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 Tri Wahyuningsih, “Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas 
Masyarakat”, Jurnal Komunitas, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 
2011 
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pelaksanaannya maupun sistem pembagiannya tidaklah bertentangan dengan 
ajaran islam maupun undang-undang No. 2 Tahun 1960.
21
 
       Skripsi, Nurhidayah Marsono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Praktik Penggarapan Sawah Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih 
Kabupaten Ciamis”. Penelitian ini membicarakan tentang tinjauan hukum 
Islam terhadap praktik penggarapan sawah di Desa Cikalong Kecamatan 
Sidamulih Kabupaten Ciamis dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi 
hasil dan berakhirnya perjanjian yang diterapkan dalam penggarapan sawah di 
Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis. Adapun hasilnya 
adalah berupa praktik kerjasama bagi hasil di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis, jika dilihat dari 
rukun dan syarat akad ini dapat dikatakan sah dan sudah sesuai serta tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, berupa dalam praktik bagi hasil 
di Desa Cikalong, sistem pembagian bagi hasil penggarapan lahan sawah yang 
dilaksanakan di Desa Cikalong sesuai dengan kesepakatan bersama antar 
kedua belah pihak, dan praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.
22
 
       Skripsi, Nina Amanah, mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas 
Syariah dan Hukum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah 
Di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”. Penelitian ini 
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 Muh. Ashar Arman, “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Julubori Kec. 
Palangga Menurut Hukum Islam(Studi Kasus Desa Julubori Kecamatan Pallangga Kabupaten 
Gowa)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 
Makassar, 2013 
22
 Nurhidayah Marsono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penggarapan Sawah 
Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis”, Skripsi tidak diterbitkan, 
Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013 
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membicarakan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek gadai di Desa 
Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes dan tinjauan hukum Islam 
terhadap pengembalian utang gadai (marh}un bih) yang didasarkan atas 
perubahan harga gabah di Desa Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes. 
Adapun hasilnya adalah berupa praktek gadai sawah di Desa Sindangjaya Kec. 
Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau dari hukum Islam adalah boleh, karena 
dari segi rukun dan syarat sahnya dalam ketentuan ini sudah memenuhi 
ketentuan hukum Islam yang berlaku. Selain itu, berupa pengembalian Utang 
Gadai (Marh}un Bih) Atas Perubahan Harga Gabah Di Desa Sindangjaya Kec. 
Ketanggungan Kab. Brebes ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah tidak 
diperbolehkan, karena tidak ada kejelasan berapa marh}u>n bih yang harus 
dibayarkan, kecuali dengan memperkirakannya.
23
 
       Skripsi, Ihwan Aziz, mahasiswa UIN Walisongo Semarang Fakultas 
Syariah dan Hukum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Tanah 
Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon 
Kabupaten Grobogan)”. Penelitian ini membicarakan tentang praktek gadai 
tanah sawah tanpa batas waktu di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, 
Kabupaten Grobogan dan Pemanfaatan barang gadai tanah sawah tanpa batas 
waktu dalam perspektif hukum Islam di Desa Jetaksari, Kecamatan Pulokulon, 
Kabupaten Grobogan. Adapun hasilnya adalah berupa pelaksanaan gadai 
tanah sawah yang ada di Desa Jetaksari Kecamatan Pulokulon Kabupaten 
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 Nina Amanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa 
Sindangjaya Kec. Ketanggungan Kab. Brebes”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah 
UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2017 
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Grobogan penggadai (rah}in) mendatangi penerima gadai (murta>h}in) untuk 
meminjam sejumlah uang dengan menyerahkan barang gadaian. Selain itu, 
berupa praktek Gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jetaksari jika 
dilihat dari rukun dan syarat tidak sah. Karena, ijab qabul diucapkan tidak ada 
batas waktu akad, ketika pihak penerima gadai (murta>h}in) mensyaratkan 
pemanfaatan barang gadai tanpa dibatasi dengan waktu tertentu.
24
 
       Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan karya-
karya, literature, skripsi, jurnal ataupun buku memiliki perbedaan dengan 
penelitian yang sedang penulis lakukan. Perbedaan tersebut antara lain : 
pertama, perbedaan tersebut  dalam hal objek penelitian dan tinjauan atau 
sudut pandang penelitian. Kedua, perbedaannya terletak pada objek penelitian 
dan tempat atau lokasi penelitian. Ketiga, perbedaannya terletak pada objek 
penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Keempat, perbedaan tersebut 
dalam hal objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. Kelima, 
perbedaannya terletak pada objek penelitian dan tempat atau lokasi penelitian. 
Dengan adanya perbedaan tersebut dapat berdampak positif bagi hasil 
penelitian ini untuk kedepannya dan dapat bermanfaat bagi seluruh 
masyarakat.  
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G. Metode Penelitian 
       Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti tidak akan terlepas 
dari metode penelitian yang akan digunakan. Dengan metode yang tepat 
seorang peneliti akan dapat mendapatkan hasil yang baik dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
       Maka dari itu metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 
skripsi ini adalah: 
1. Jenis Penelitian 
       Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah 
penelitian lapangan, yaitu penelitian yang data maupun informasinya 
bersumber dari lapangan yang digali secara intensif atas semua data atau 
informasi yang telah dikumpulkan. Data yang dimaksud disini adalah data 
yang berkaitan dengan bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah 
perspektif hukum Islam. 
2. Sumber Data 
a. Data primer 
       Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Dengan demikian, 
maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari 
sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang 
dianggap tepat untuk diambil datanya. Sedangkan informan yang 
dimaksud dalam hal ini adalah pemilik sawah, penggarap sawah serta 
19 
 
 
 
beberapa buruh tani lainnya yang berada di daerah Jaten, Trasan, 
Juwiring, Klaten. 
b. Data sekunder 
       Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung (melalui perantara baik yang diperoleh maupun 
dicatat oleh pihak lain). Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak 
yang bukan peneliti sendiri, dan bukan data yang diusahakan 
pengumpulannya  sendiri oleh peneliti, yaitu data yang berupa bukti, 
catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, buku ataupun 
media online. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam 
penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang berkenaan 
dengan bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah perspektif hukum 
Islam. 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
       Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Jaten Desa Trasan 
Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten. Adapun waktu penelitian adalah 
60 hari, yaitu mulai tanggal 24 November 2018 sampai 18 Januari 2019. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
       Wawancara adalah teknik menggali, menemukan, atau menjaring 
informasi atau pendapat, secara langsung, dengan jalan saling 
berkomunikasi dengan menggunakan bahasa informal. Wawancara 
yang digunakan dalam penelitian ini masuk kategori wawancara tidak 
20 
 
 
 
terstruktur (semi terstruktur). Wawancara tidak terstruktur adalah 
wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 
pengumpulan datanya.
25
 Pada penelitian ini peneliti mewawancarai 
beberapa narasumber yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah. 
b. Observasi 
       Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan 
secara langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini masuk kategori Observasi tidak 
terstruktur . Observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis 
tentang apa saja yang akan diobservasi.
26
 Yang merupakan suatu 
metode dengan cara melihat dan mengamati hal-hal yang berhubungan 
dengan mekanisme bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah maro 
dan mrapat perspektif hukum Islam. 
c. Dokumentasi 
       Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 
catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan 
masalah-masalah yang diteliti.
27
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 Sugiyono, Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung : CV 
Alfabeta, 2015), hlm. 142 
26
 Ibid., hlm. 164 
27
 Sugiyono, Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif…, hlm. 156 
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5. Teknik Analisis Data 
        Penulis melakukan analisis data dengan model Miles dan Huberman. 
Pada dasarnya model analisis ini didasarkan pada pandangan 
paradigmanya yang positivisme.
28
 Selain itu, peneliti dalam menuliskan 
hasil analisis menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pola berpikir deduktif, yaitu membandingkan antara teori 
dengan kejadian kasuitis dari lapangan. Metode ini digunakan oleh peneliti 
dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana bagi hasil 
dalam sistem penggarapan sawah maro dan mrapat di Dukuh Jaten, Desa 
Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. 
 
H. Sistematika Penulisan 
       Skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yakni bagian awal, bagian isi dan 
bagian akhir. Bagian awal yang biasa disebut bagian formal terdiri dari 
halaman judul, nota pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, abstraksi, 
kata pengantar dan daftar isi. Bagian isi terdiri dari empat bab. Tiap-tiap bab 
terdiri dari sub-sub (bagian-bagian). 
       Bab I berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
        Bab II berisi landasan teori, terdiri dari bagi hasil yang terdiri dari 
pengertian, rukun, dan syarat. Disamping itu, juga berisi muza>ra’ah yang 
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 Alsa Asmadi, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif. Serta kombinasinya dalam 
penelitian Psikolog, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 48  
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terdiri dari pengertian, landasan hukum, rukun, syarat, hikmah, dan hukum. 
Selain itu, juga berisi prinsip ekonomi dalam hukum Islam. 
       Bab III berisi deskripsi data penelitian yang terdiri dari gambaran umum 
lokasi penelitian yang terdiri dari struktur organisasi Desa Trasan, tugas dan 
fungsi perangkat Desa Trasan, perkembangan Desa Trasan, visi dan misi Desa 
Trasan, letak geografis Desa Trasan. Disamping itu, juga berisi bagi hasil 
menurut para pelaku, proses terjadinya dalam sistem penggarapan sawah, dan 
objek bagi hasil dalam penggarapan sawah maro dan mrapat di Dukuh Jaten, 
Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten. 
       Bab IV berisi analisis terdiri dari bagi hasil sistem penggarapan sawah 
maro dan mrapat dan perspektif hukum Islam terhadap bagi hasil penggarapan 
sawah maro dan mrapat di Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten. 
       Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
       Pada akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Bagi Hasil 
1. Pengertian Bagi hasil 
       Bagi hasil merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu 
pemilik tanah dan penggarap tanah, atas dasar sukarela dan bukan 
paksaan. Perjanjian bagi hasil disamping dilatarbelakangi oleh keadaan 
saling membutuhkan, atas dasar sukarela, bukan paksaan juga dapat pula 
didorong oleh rasa kekeluargaan dan saling tolong-menolong diantara 
pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian bagi hasil telah lama 
dilakukan dalam masyarakat desa secara turun-temurun. Pelaksanaan pada 
umumnya berdasarkan kebiasaan yang telah ada.
1
        
       Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh 
mu’amalah adalah transaksi bagi hasil. Akad mud}a>rabah adalah salah satu 
akad dengan sisten bagi hasil. Akad tersebut diperbolehkan dalam Islam, 
karena untuk saling membantu antara orang yang ahli mengelola uang. 
Semangat yang ada dalam akad mud}a>rabah adalah semangat kerjasama 
dan saling menutupi atas kelemahan masing-masing pihak.
2
 
       Nilai keadilan dalam akad mud}a>rabah terletak pada keuntungan dan 
pembagian resiko dari masing-masing yang sedang melakukan kerja sama 
sesuai dengan porsi keterlibatannya. Kedua belah ihak akan menikmati 
keuntungan secara proporsional, jika kerja sama tersebut mendapatkan 
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 Fidziyah Khasanah, “Bagi Hasil Tanah Pertanian Sawah Di Desa Jebed Selatan Kecamatan 
Taman Kabupaten Pemalang”, Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 
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2 Yazid Afandi, Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 101 
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keuntungan. Sebaliknya, masing-masing pihak menerima kerugian secara 
proporsional, jika usaha yang digalang bersama tidak mendapatkan hasil. 
Dari aspek pemodal resikonya adalah kehilangan uang yang 
diinvestasikan. Dan dari aspek mud}arib, ia menerima resiko berupa 
kehilangan tenaga dan fikiran dalam melakukan pengelolaan modal.
3
 
2. Rukun Mud}a>rabah 
       Rukun mud}a>rabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat 
terlaksananya akad mud}a>rabah. Ia adalah pilar bagi terwujudnya akad. Jika 
salah satu tidak terpenuhi, maka akan mud}a>rabah tidak bisa terjadi. 
Menurut Jumhur Ulama’ rukun akad mud}a>rabah :4 
a. Aqida’in (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan s}ahi>b 
al-ma>l (orang yang mempunyai modal) 
b. Al-Ma>l (Modal), sejumlah dana yang dikelola 
c. Al-riba> (Keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama 
sesuai kesepakatan. 
d. Al-A’mal (usaha) dari mud}arib. 
e. S}igat (usaha serah terima) 
       Sedangkan, menurut Imam Abu Hanifah, rukun mud}a>rabah hanya satu 
Ijab (ungkapan penyerahan modal) dan qabul (ungkapan menerima modal 
dan ungkapan persetujuan kedua pihak).
5
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4
 Ibid., hlm. 105 
5
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3. Syarat Mud}a>rabah 
       Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas 
dapat terpenuhi. Keberadaan syarat mud}a>rabah terkait dengan keberadaan 
rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini 
diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan :
6
 
a. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (Aqida’in), 
yaitu cakap bertindak hukum dan s}ahi>b al-ma>l tidak boleh mengikat 
dalam mengelola dananya. 
b. Syarat yang terkait dengan modal, yaitu modal harus berupa uang, 
besarnya ditentukan secara jelas, modal bukan merupakan pinjaman, 
dan modal dalam bentuk tunai. 
c. Syarat yang terkait dengan keuntungan, yaitu keuntungan dibagi sesuai 
kesepakatan, s}ahi>b al-ma>l siap mengambil resiko dari modal yang 
dikelola, dan keuntungan berbentuk prosentase. 
 
B. Muza>ra’ah ( عرازمة )  
1. Pengertian Muza>ra’ah ( عرازمة ) 
       Secara bahasa, muza>ra’ah adalah berasal dari kata عرز (zara’a), yang 
memiliki arti menaburkan benih ditanah. Kata عرازمة   (muza>ra’ah) 
mengikuti wazan  ةلع اف م (mufa> ‘alatan) dari kata عرزلا (az-zar’u) yang 
sama artinya dengan (تاب نلاا) al-inba>tu (menanam, menumbuhkan). 
Muza>ra’ah dinamai pula dengan al-muh}abarah (  ربحملاة ) dan muh}aqalah 
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( حملقة ). Orang-orang Irak memberikan istilah muza>ra’ah dengan al-qarah 
(ةرقلا).7 
 
       Menurut terminology syara’, para ulama berbeda pendapat antara lain 
: Ulama Malikiyah, mendefinisikan muza>ra’ah, dengan perkongsian dalam 
bercocok tanam. Sedang Ulama Hanabilah mendefinisikan muza>ra’ah 
dengan menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau 
menolongnya. Sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara 
keduanya.
8
 
       Ulama Syafi’iyah membedakan antara definisi mukhabarah (  ربخمة ) 
dengan muza>ra’ah, yaitu mukhabarah adalah mengelola tanah di atas 
sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun 
muza>ra’ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari 
pemilik tanah.
9
 
       Muza>ra’ah dan mukhabarah memiliki makna yang berbeda, pendapat 
tersebut dikemukakan oleh al-Rafi’I dan al-Nawawi. Sedangkan menurut 
al-Qadhi Abu Thayid, muza>ra’ah dan mukhabarah merupakan suatu 
pengertian.
10
 
       Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa 
mukhabarah dan muza>ra’ah ada persamaan dan ada pula perbedaan. 
Persamaannya ialah antara mukhabarah dan muza>ra’ah terjadi pada 
                                                          
7
 Rahmad Syafii, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 205 
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peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada 
orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal 
berasal dari pengelola, disebut mukhabarah, dan bila modal dikeluarkan 
dari pemilik tanah, disebut muza>ra’ah 11 
2. Landasan Hukum 
       Terdapat perbedaan pendapat terhadap boleh tidaknya akad muza>ra’ah 
ini. Hal ini terjadi karena ada hadis Rasul yang digunakan oleh sebagian 
ulama untuk menolak keabsahan akad ini. Walau demikian menurut Abu 
a’la maududi, dengan adanya beberapa riwayat yang menggambarkan 
bahwa muza>ra’ah pada zaman Rasul telah lazim dan tidak dilarang oleh 
Rasul, maka dapat disimpulkan bahwa syari’ah memberi kebebasan 
memilih kepada manusia untuk menginvestasikan modal yang dimiliki 
dalam aktifitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Dalam 
hal ini tanah merupakan bagian dari modal yang bisa dimanfaatkan untuk 
mendukung kegiatan ekonomi produktif dengan sistem bagi hasil. 
Sebaliknya muza>ra’ah menjadi akad yang terlarang, manakala banyak 
mengundang sengketa dikemudian hari.
12
 
       Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil 
prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh 
para sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, 
sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi : 
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Artinya : 
       “Diriwayatkon dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW mendatangani 
perjanjian dengan penduduk kaibor untuk memanfaatkan tanah dengan itu 
yang berupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi bagian mereka. 
Nabi SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq, yaitu 80 
wasq kurma dan 20 wasq gandum (Bukhari)”13 
 
       Dari hadis tersebut diatas dapat dipahami bahwa penggarapan sawah 
dengan sistem bagi hasil dibolehkan oleh syari’at Islam, atas dasar 
tersebut maka masyarakat Desa Trasan mengadakan kerjasama 
penggarapan sawah dengan sistem penggarapan sawah maro atau mrapat. 
Bagi hasil dengan menggunakan sistem maro yaitu menyerahkan separuh 
dari hasil sawah garapan untuk penggarap dengan syarat penggarapnya 
menanggung semua biaya dalam penggarapan sawah dan pemilik sawah 
hanya memberikan sawah tersebut untuk dikelola oleh penggarap sawah. 
Sedangkan, bagi hasil dengan sistem mrapat yaitu menyerahkan 
seperempat dari hasil sawah garapan untuk penggarap dengan syarat 
penggarapnya hanya mengelola sawah saja dan pemilik sawah yang akan 
menanggung semua biaya dalam penggarapan sawah. 
       Untuk mengetahui gambaran mengenai tinjauan hukum Islam 
terhadap penggarapan sawah dengan sistem bagi hasil (mukharabah / 
muza>ra’ah) menurut Desa Trasan yakni mengerjakan sawah orang dengan 
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 Imam Bukhari, al-jami’al-Musnad al-shahih, (Beirut : Darul Fikr), hlm. 447 
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memperoleh bagian  dari hasilnya, sedang bibit, obat-obatan yang 
dipergunakan dari penggarap sawah, dibolehkan oleh syari’at Islam karena 
ketentuan hasil yang diperoleh dari usaha pihak penggarap sawah, hal ini 
sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah (9:4) yang berbunyi 
sebagai berikut: 
ا      ا          ا      ا          ا                                            ا    م        ا           ا   لا  ا 
          ا             ا    ا            م     ا                    ا ا       ا 
 
Terjemahnya: 
       “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan 
perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun 
(dari isi perjanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang 
yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya 
sampai batas waktunya”14 
 
       Untuk menghindari terjadinya kejadian perselisihan maka perintah 
kepala desa yang berwenang memandang perlu mengadakan undang-
undang yang mengatur pejanjian penggarapan sawah dengan bagi hasil, 
antara pemilik dan penggarap atas dasar yang adil. Demi untuk menjaga 
agar penggarap dan pemilik tanah tidak mengambil bagian atau harta 
sesamanya dengan jalan bathil sebagaimana firman Allah swt dalam surah 
Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut: 
اَبْلِاب ْمُكَن ْـيَـب ْمُكَـلاَوَْما ا ْْۤوُلُكَْأت َلََو اَّنلا ِلاَوَْما ْنِّم اًقْـِيرَف اْوُلُکْأَِتل ِماَّکـُحْلا ىَلِا ْۤاَهِب اْوُلُْدتَو ِلِط  
 َنْوُمَلْعَـت ْمُتْـَناَو ِمْث ِْلَِاب  ََ   ِس 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 78 
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Terjemahnya: 
       “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) 
dosa, padahal kamu mengetahui.”15 
 
3. Rukun-Rukun Muza>ra’ah ( عرازمة ) 
Menurut Hanafiyah, rukun muza>ra’ah ialah akad, yaitu ijab dan kabul 
antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-rukun muza>ra’ah 
menurut Hanafiyah ada empat, yaitu :
16
 
a. Tanah; 
b. Perbuatan pekerjaan; 
c. Modal; dan 
d. Alat-alat untuk menanam. 
Jumhur ulama menetapkan rukun dari muza>ra’ah adalah :17 
a. Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap 
b. Ma’qud ‘alaih (objek aqad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan) 
c. Ijab Qabul 
4. Syarat-Syarat Muza>ra’ah ( عرازمة ) 
Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :
18
 
a. Syarat yang bertalian dengan ‘aqidain, yaitu harus berakal. 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 46 
16
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 158  
17
 Masjupri, Fiqh Muamalah 1..., hlm.197 
18
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 158-159 
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b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya 
penentuan macam apa saja yang akan ditanam. 
c. Hak yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman, yaitu : 
1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya 
(persentasenya) ketika akad; 
2) Hasil adalah milik bersama; 
3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang 
sama; 
4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui; dan 
5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan ma’lum. 
d. Hal yang berhubungan tanah yang akan ditanami, yaitu : 
1) Tanah tersebut dapat ditanami; dan 
2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. 
e. Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah : 
1) Waktunya telah ditentukan; 
2) Waktu itu memungkinkan untuk mananam tanaman dimaksud, 
seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung 
teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat); dan 
3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut 
kebiasaan. 
f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat muza>ra’ah, alat-alat tersebut 
disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada 
pemilik tanah. 
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       Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat 
bahwa muza>ra’ah memiliki beberapa syarat antara lain :19 
a. Orang yang melangsungkan aqad harus seorang mumayyiz. 
b. Tanah yang ditanami adalah tanah yang produktif dan dipastikan dapat 
menghasilkan. 
c. Tanaman yang dihasilkan harus jelas, jenis dan ukurannya, sewaktu 
terjadi akad sehingga ketika akan dibagi kepada kedua pihak tidak 
terjadi perselisihan. 
d. Pembagian hasil tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang 
akan melangsungkan akad. 
e. Alat bercocok tanam harus dikaitkan dengan akad, apakah akan 
menggunakan alat tradisional atau modern. 
f. Muza>ra’ah harus menetapkan waktu. 
Syarat muza>ra’ah menurut ulama Malikiyah adalah :20 
a. Kedua orang yang melangsungkan aqad harus menyerahkan benih. 
b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan 
penggarap. 
c. Benih harus dari kedua orang yang melangsungkan aqad. 
5. Hikmah Muza>ra’ah ( عرازمة ) 
       Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, 
sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani 
untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. 
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 Masjupri, Fiqh Muamalah 1..., hlm.196 
20
 Ibid. 
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Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, 
dan lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki 
binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri 
tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang 
dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.
21
 
       Muza>ra’ah dan mukhabarah disyari’atkan untuk menghindari adanya 
pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada 
tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak 
diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya.
22
 
       Muza>ra’ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal 
lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep 
bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-
masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.
23
 
6. Hukum Muza>ra’ah ( عرازمة ) 
       Menurut ulama Hanafiyah hukum muza>ra’ah yang shahih sebagai 
berikut :
24
 
a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada 
penggarap. 
b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. 
c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 159 
22
 Ibid., hlm. 160 
23
 Ibid. 
24
 Masjupri, Fiqh Muamalah 1..., hlm.198 
34 
 
d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan bersama, hal ini 
harus dipenuhi. 
e. Dibolehkan menambah dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. 
f. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, 
penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad 
didasarkan pada waktu. 
 
C. Prinsip Ekonomi Dalam Hukum Islam 
       Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi 
Islam semakin pesat di kalangan akademis. Kajian ekonomi Islam mulai 
digiatkan tatkala adanya gagasan pendirian bank Islam pada sidang Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) di Karachi pada bulan Februari 1973. Di Indonesia 
sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, kajian Perbankan 
Islam secara umum tidak berfokus dari aspek hukum mulai dirintis sejak 
1992.
25
 
       Hukum Islam khususnya dalam bidang ekonomi mengarahkan perilaku 
individu dan masyarakat pada jalur bagaimana cara pemenuhan kebutuhan 
mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada. 
Prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi secara garis besar menurut 
Zainul Arifin adalah :
26
 
1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan 
Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam 
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 ABD Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 74-75 
26
 Ibid., hlm. 75 
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produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang 
lain. Kegiatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. 
2. Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas 
tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. 
3. Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam 
kontrak. 
4. Pemilikan kekayaan pribadai harus berperan sebagai kapital produktif 
yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan 
masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai 
oleh beberapa orang saja. 
5. Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya 
direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 
6. Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang 
tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan penindasan. 
7. Kewajiban membayar Zakat. 
8. Islam melarang riba. 
       Dengan demikian, dalam hukum Islam terdapat penolakan terhadap 
“Riba” yang oleh sebagian pakar perbankan Islam diidentikkan dengan bunga, 
unsur garar, gambling (maisyir), dan beberapa model bisnis curang.27 
       Menurut M. A. Mannan, pakar Islam telah membahas ekonomi sejak abad 
pertama yang diajarkan Rasulullah, selanjutnya terdapat pakar yang 
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 ABD Shomad, Hukum Islam..., hlm. 75-76 
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mengkajinya tercatat antara lain : Imam Abu Yusuf,  Al Hariri Muhammad bin 
Hasan Tusi dan Ibnu Khaldun.
28
 
       Sjaichul Hadi Permono dalam salah satu karyanya, Formula Zakat, 
Menuju Kesejahteraan Sosial, mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi 
Islam, yakni :
29
 
1. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip 
yang penting, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil di 
antara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain. 
....  ا      لاا          ا      م         ا    ا 
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan… (an-Nahl: 90) 
2. Prinsip Al Ih}san (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain 
lebih daripada hak orang lain itu. 
3. Prinsip Al Mas’uliyah (accountability, pertanggung jawaban), yang 
meliputi beragam aspek, yakni : pertanggung jawaban antara individu 
dengan individu (Mas’uliyah al-afrad), pertanggung jawaban dalam 
masyarakat (Mas’uliyah al-mujtama’). 
4. Prinsip Al Kifayah (sufficiency), tujuan pokok dari prinsip ini menurut 
Sjaichul Hadi Permono adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi 
kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat. 
5. Prinsip Keseimbangan Prinsip Al Wasat}iyah (al-I’tidal, moderat, 
keseimbangan), syari’at Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas 
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tertentu. Syari’at menentukan keseimbangan kepentingan individu dan 
kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah : 
 ْسَبْلا َّلُك اَهْطُسْبَـت َلََو َكِقُنُع ىٰلِا ًةَلْوُلْغَم  َكَدَي ْلَعْجَت َلََو ًرْوُسْحَّم اًمْوُلَم َدُعْقَـتَـف ِطا  
Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 
lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya 
(terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.” (al-
Isyra’: 29) 
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. 
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BAB III 
DESKRIPSI DATA PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Struktur Organisasi 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarno (66 th), beliau 
selaku Kepala Desa Trasan memberikan penjelasan mengenai struktur 
organisasi pemerintahan Desa Trasan, penjelasannya sebagai berikut :
1
 
Gambar 1 
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Trasan 
 
Penjelasan : 
KEPALA DESA : Sunarno 
SEKRETARIS DESA : Riyadi 
KAUR   : KAUR KEUANGAN (Wahyuningsih) 
       KAUR TATA USAHA dan UMUM (Karjo dan 
  Amalah Nur) 
       KAUR PERENCANAAN (Y. Samiyo dan 
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 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 30 November 2018, jam 10.00-11.00 
WIB. 
KEPALA DESA 
KAUR KADUS 
SEKRETARIS DESA 
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  Triyanto) 
KADUS  : Tri Wahyudi 
  A Slamet Widodo 
  Rustam Gunadi 
  Suwarno 
2. Tugas Dan Fungsi 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarno (66 th), beliau 
selaku Kepala Desa Trasan memberikan penjelasan mengenai tugas dan 
fungsi dari perangkat Desa Trasan, penjelasannya sebagai berikut : 
       “Jadi begini mbak…perangkat Desa Trasan itu memiliki tugas dan 
fungsi dari masing-masing perangkat Desa, sebagai berikut :
2
 
a. Sekretaris Desa 
       Tugas Sekretaris Desa : membantu Kepala Desa dalam bidang 
administrasi pemerintahan desa, memberikan masukan kepada Kepala 
Desa dalam rangka menetapkan kebijakan pemerintahan desa dan 
tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Fungsi Sekretaris Desa : 
1) mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan; 
2) melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi; 
3) melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi 
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 
penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 
perjalanan dinas dan pelayanan umum; 
4) melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi 
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 
pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga 
pemerintahan desa lainnya; 
5) melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana 
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-
data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 
 
b. KAUR Tata Usaha dan Umum 
                                                          
2
 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 30 November 2018, jam 10.00-11.00 
WIB.  
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       Tugas : membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, 
umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
       Fungsi KAUR Tata Usaha dan Umum : melaksanakan urusan 
ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip 
dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan 
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, 
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan 
pelayanan umum. 
c. KAUR Keuangan 
       Tugas : membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan 
tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
       Fungsi KAUR Keuangan : pengurusan administrasi keuangan, 
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi 
administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, 
Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 
d. KAUR Perencanaan 
       Tugas : membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan 
program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
       Fungsi KAUR Perencanaan : menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam 
rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, 
serta penyusunan laporan. 
e. KADUS (Kepala Dusun) 
       Tugas : membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di 
wilayah dusun yang bersangkutan dan tugas lainnya sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
Fungsi KADUS :  
1) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan 
dan pengelolaan wilayah; 
2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang 
bersangkutan; 
3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 
lingkungannya; dan 
4) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan 
pembangunan desa. 
5) Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada 
Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, 
penataan dan pengelolaan wilayah. 
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3. Perkembangan Desa 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarno (66 th), beliau 
selaku Kepala Desa Trasan memberikan penjelasan mengenai 
perkembangan Desa Trasan, sebagai berikut : 
       “Jadi begini mbak, di Desa Trasan ini mengalami perkembangan 
yang sedikit meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan yang 
terjadi dilakukan dengan menggunakan dana Desa. Perkembangan 
tersebut diwujudkan dengan adanya pembangunan yang mengacu ke arah 
pertanian atau persawahan seperti, memperbaiki jalan-jalan yang akan 
menuju persawahan dan memperbaiki irigasi yang digunakan untuk 
mengaliri air ke sawah.”ujarnya.3 
       “Selain itu, dari pihak kelurahan juga sedang berusaha memperbaiki 
jalan-jalan utama yang ada di Desa Trasan dan membangun Infrastruktur 
yang sekiranya masih kurang layak untuk digunakan oleh masyarakat 
Desa Trasan.”imbuhnya.4 
 
       Dari keterangan Kepala Desa Trasan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa perkembangan Desa Trasan diwujudkan dengan 
dilakukannya pembangunan jalan-jalan yang ada di Desa Trasan baik jalan 
utama maupun jalan yang menuju ke sawah. Selain itu, pembangunan juga 
dilakukan dalam hal perbaikan irigasi air dan perbaikan infrastruktur Desa 
Trasan. 
Tabel 1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian di Desa Trasan 
  
Jumlah Penduduk Berdasarkan 
Pekerjaan 
  
   
213 
a. Petani 
Petani_Lk # 787 Jiwa 787 
Petani_Pr # 482 Jiwa 482 
b. Nelayan 
Nelayan_Lk # 0 Jiwa 0 
Nelayan_Pr # 0 Jiwa 0 
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4
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c. Buruh 
tani/buruh 
nelayan 
Buruh_tani_Lk # 918 Jiwa 918 
Buruh_tani_Pr # 392 Jiwa 392 
d. Buruh pabrik 
Buruh_pabrik_Lk # 570 Jiwa 570 
Buruh_pabrik_Pr # 327 Jiwa 327 
e. PNS 
PNS_Lk # 65 Jiwa 65 
PNS_Pr # 20 Jiwa 20 
f. Pegawai 
swasta 
Swasta_Lk # 85 Jiwa 85 
Swasta_Pr # 39 Jiwa 39 
g. Wiraswasta / 
pedagang 
Wiraswasta_Lk # 67 Jiwa 67 
Wiraswasta_Pr # 32 Jiwa 32 
h. Lainnya 
Pekerja_lain # 39 Jiwa 39 
Pekerja_lain_Lk # 162 Jiwa 162 
Pekerja_lain_Pr # 25 Jiwa 25 
214 
Data warga 
penyandang 
kebutuhan 
khusus 
PBK_Lk # 15 Jiwa 15 
PBK_Pr # 8 Jiwa 8 
       Kepala Desa juga memaparkan tentang mata pencaharian yang ada di 
Desa Trasan ini, penjelasannya sebagai berikut : 
       “Di Desa Trasan ini ada berbagai macam mata pencahariannya atau 
pekerjaannya diantaranya, petani, nelayan, buruh tani/buruh nelayan, 
buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, dan wiraswasta/pedagang. Namun, 
bagini mbak…dikarenakan di Desa Trasan ini terdapat banyak lahan 
pertanian/ persawahannya maka di Desa trasan ini mayoritas masyarakat 
bermatapencaharian petani dan buruh tani. Menurut data yang kami 
punya jumlah keseluruhan penduduk Desa Trasan yang 
bermatapencaharian petani ada 1269 penduduk. Sedangkan, jumlah 
keseluruhan penduduk Desa Trasan yang bermatapencaharian buruh tani 
ada 1310 penduduk.”jelasnya.5 
 
       Dari keterangan Kepala Desa Trasan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Trasan bermatapencaharian 
sebagai petani dan buruh tani. Hal tersebut dikarenakan daerah Desa 
                                                          
5
 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 30 November 2018, jam 10.00-11.00 
WIB. 
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Trasan banyak terdapat lahan pertanian. Dengan begitu, hidup penduduk 
Desa Trasan bergantung kepada pertanian. 
       Kepala Desa juga memaparkan mengenai jumlah petani dan buruh 
tani yang ada di Dukuh Jaten, sebagai berikut : 
       “Jadi begini mbak…memang kita ketahui bahwa jumlah petani dan 
buruh tani di Desa Trasan ini tergolong banyak hampir mencapai angka 
ribuan bahkan lebih. Namun, jumlah petani dan buruh tani yang ada di 
Dukuh Jaten ini hanya ada 48 orang, yaitu 33 orang petani dan 15 orang 
buruh tani. “ungkapnya.6 
 
       Kepala Desa juga menjelaskan mengenai luas lahan pertanian atau 
sawah, sebagai berikut : 
       “oh…luas sawah ya mbak. Di Desa Trasan ini kan banyak sekali 
sawah dengan berbagai ukurannya. Tapi, dari data yang kami punya, luas 
sawah yang berada di Desa Trasan ini berkisar dari 1700 m
2
 sampai 2500 
m
2
. Jadi, luas dari sawah tersebut juga dipengaruhi oleh letak sawah 
tersebut. Misal, ada penduduk A punya sawah di bagian agak tengah 
dengan luas 1900 m
2
 dan penduduk B punya sawah di bagian pinggir 
pojok jalan dengan luas 2400 m
2
.”tuturnya.7 
 
       Dari keterangan Kepala Desa Trasan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa luas sawah itu berbagai macam ukurannya. Macam-
macam ukuran sawah dipengaruhi oleh letak sawah tersebut.  
4. Visi dan Misi 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarno (66 th), beliau 
selaku Kepala Desa Trasan memberikan penjelasan mengenai visi dan misi 
Desa Trasan, penjelasannya sebagai berikut : 
“Desa Trasan ini memiliki visi :8 
                                                          
6
 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2019, jam 11.00-12.00 
WIB. 
7
 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 30 November 2018, jam 10.00-11.00 
WIB. 
8
 Ibid. 
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Terwujudnya masyarakat desa yang harmonis, damai dan sejahtera dalam 
suasana kebersamaan yang kuat, patuh dan taat menjalankan kewajiban 
pada pemerintah dan agama. 
Sedangkan misi dari Desa Trasan, sebagai berikut :
9
 
a. Menyelenggarakan pemerintah desa yang mengacu pada prinsip-
prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih, 
b. Menyelenggarakan pembangunan desa yang mengacu pada 
prinsipmanagemen modern yang didasari dan diawali dengan 
ketertiban seluruh elemen masyarakat mulai dari tahapan, 
perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta pemeliharaan, 
c. Memberi pelayanan kepada masyarakat dalam segala aspek program 
pembangunan yang merupakan kebutuhan / kepentingan masyarakat, 
dan 
d. Menumbuhkembangkan semangat demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan nilai-nilai 
kearifan sosial masyarakat.” 
 
5. Letak Geografis 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sunarno (66 th), beliau 
selaku Kepala Desa Trasan memberikan penjelasan mengenai letak 
geografis dari Desa Trasan, penjelasannya sebagai berikut : 
       “Kelurahan Desa Trasan ini terletak di Kopangan, Trasan, Juwiring, 
Klaten. Di Desa Trasan banyak terdapat lahan pertanian yang tersebar 
disekitar wilayah Desa Trasan. Hal tersebut akan nampak jelas pada peta 
Desa Trasan. Disamping itu Desa Trasan juga berbatasan dengan banyak 
Desa lainnya seperti, Desa Kaligawe, Desa Lemahireng, Desa Dukuh, 
Desa Djetis, Desa Butuhan, Desa Mrisen, Desa Djaten, san Desa 
Sawahan.”tuturnya.10 
 
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Sunarno, Kepala Desa Trasan, Wawancara Pribadi, 30 November 2018, jam 10.00-11.00 
WIB. 
10
 Ibid. 
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Gambar 2 
Peta Desa Trasan 
  
       Dari keterangan Kepala Desa Trasan tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa sebagian Desa Trasan adalah lahan pertanian. Hal 
tersebut tampak dalam peta yang berwarna coklat. Desa Trasan juga 
berbatasan dengan 8 Desa, antara lain : 
a. Desa Kaligawe,   e.   Desa Butuhan, 
b. Desa Lemahireng,   f.   Desa Mrisen, 
c. Desa Dukuh,   g.   Desa Djaten, dan 
d. Desa Djetis,   h.   Desa Sawahan.  
 
B. Para Pelaku Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah 
Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari ibu Sri Wahyuningsih (53 
th) yang akrab dipanggil ”bude ragil”, dalam sebuah penggarapan sawah 
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pastilah ada orang yang menjadi pelaku dari akad tersebut. “Menurut saya 
para pelaku tersebut, antara lain :
11
 
1. Pemilik sawah 
       Dalam penggarapan sawah seorang pemilik sawah sangat berperan 
besar terhadap proses penggarapan sawah tersebut. Biasanya pemilik 
sawah menyuruh orang untuk menggarap sawah yang dimilikinya tersebut. 
2. Penggarap sawah 
       Dalam penggarapan sawah seorang penggarap sawah berperan untuk 
mengelola sawah hingga panen. Biasanya penggarap sawah menunggu 
disuruh oleh pemilik sawah untuk menggarap sawah. 
Sri Wahyuningsih (53 th) juga memaparkan tentang syarat-syarat 
penggarapan sawah “sepengetahuan saya dalam penggarapan sawah memiliki 
syarat-syarat, sebagai berikut :
12
 
1. Jenis tanaman yang akan ditanam ditentukan bersama oleh para pihak, 
2. Hasil dibagi sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang digunakan, 
3. Sawah dapat ditanami, 
4. Dari mulai menanam padi sampai panen kurang lebih empat bulan, dan 
5. Biaya-biaya yang diperlukan dibebankan sesuai dengan sistem yang 
digunakan. 
Selain itu, Sri Wahyuningsih (53 th) juga menjelaskan tentang sistem 
penggarapan sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, 
penjelasannya sebagai berikut : 
                                                          
11
 Sri Wahyuningsih, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 5 November 2018, jam 16.00-
17.00 WIB. 
12
 Ibid. 
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“sesuai dengan yang sudah saya lakukan selama ini, sistem penggarapan 
sawah ada dua mbak…ada maro dan mrapat. Sedangkan, cara bagi hasil 
yang saya ketahui yaa…uang hasil padi yang sudah ada dibagi sesuai dengan 
kesepakatan diawal atau sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang 
digunakan.”tuturnya.13 
 
“sesuai yang sudah pernah saya lakukan bahwa kerjasama penggarapan 
sawah tidak secara tertulis, melainkan hanya dengan lisan dan jarang ada 
orang yang menyaksikannya mbak...”Imbuhnya.14 
 
Berdasarkan keterangan yang kami dapat dari bapak Heru Slameto (48 th) 
yang akrab dipanggil “pakde meto”, dalam sebuah penggarapan sawah 
pastilah ada orang yang menjadi pelaku dari akad tersebut. “Menurut saya 
dalam sebuah penggarapan sawah terdapat pelaku, para pelaku tersebut ialah 
pemilik sawah dan penggarap sawah.”15 Disamping itu Heru Slameto (48 th) 
juga memberitahukan mengenai syarat-syarat dalam melakukan penggarapan 
sawah. “Menurut saya syarat dalam penggarapan sawah terdapat syarat, antara 
lain :
16
 
1. Tanaman padi yang ditanam sesuai dengan kesepakan kedua belah pihak, 
2. Saat panen hasil dibagi berdasarkan sistem penggarapan sawah yang 
digunakan, 
3. Menentukan sistem penggarapan padi yang digunakan (maro/mrapat), 
4. Waktu yang diperlukan untuk menanam padi sampai panen kurang lebih 
empat bulan, dan 
                                                          
13
 Sri Wahyuningsih, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 5 November 2018, jam 16.00-
17.00 WIB. 
14
 Ibid. 
15
 Heru Slameto, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 12.30-13.30 
WIB. 
16
 Ibid. 
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5. Biaya-biaya penggarapan sawah ditanggung sesuai degan sistem 
penggarapan sawah yang digunakan. 
Selain itu, Heru Slameto (48 th) juga memaparkan tentang sistem 
penggarapan sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, 
penjelasannya sebagai berikut : 
“menurut yang selama ini saya ketahui bahwa sistem penggarapan sawah 
itu ada dua, yaitu maro dan mrapat mbak. Kalau cara bagi hasil ya biasa 
mbak…ketika uang sudah ditangan saya, maka saat itu juga uang tersebut 
saya bagi sesuai dengan kesepakatan awal sistem penggarapan 
sawah.”paparnya.17 
 
“menurut yang saya tau ya mbak…bahwa kerjasama penggarapan sawah 
dilakukan dengan cara tidak tertulis. Namun, hanya dengan lisan dan tidak 
ada orang yang menyaksikannya selain dua pihak yang melakukan 
kerjasama.”Imbuhnya.18 
 
Berdasarkan keterangan dari bapak Bambang Setiawan (57 th) yang akrab 
dipanggil “pakde bambang”, dalam sebuah penggarapan sawah pastilah ada 
orang yang menjadi pelaku dari akad tersebut. “Menurut saya para pelaku 
dalam penggarapan sawah yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.”19 
Selain itu Bambang Setiawan (57 th) juga memberitahukan terkait syarat-
syarat dalam melakukan penggarapan sawah. “Menurut yang saya ketahui ada 
syarat-syarat dalam penggarapan sawah, yaitu :
20
 
1. Padi yang akan ditanam ditentukan oleh pihak yang bersangkutan, 
2. Pembagian hasil panen dilakukan sesuai sistem penggarapan sawah yang 
digunakan, 
                                                          
17
 Heru Slameto, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 12.30-13.30 
WIB. 
18
 Ibid. 
19
 Bambang Setiawan, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 13 November 2018, jam 15.30-
16.30 WIB. 
20
 Ibid. 
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3. Sawah yang digarap dalam keadaan dapat ditanami, 
4. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi kurang lebih empat bulan, 
dan 
5. Biaya-biaya yang digunakan dalam proses penggarapan sawah dibebankan 
sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang dipakai. 
Selain itu, Bambang Setiawan (57 th) juga menjelaskan tentang sistem 
penggarapan sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, 
penjelasannya sebagai berikut : 
“sistem penggarapan sawah yang saat ini saya pakai yaitu maro, tapi 
biasanya sistemnya ada dua mbak...maro dan mrapat. Sedangkan, cara bagi 
hasil yang ada di Dukuh Jaten, yaitu dengan cara membagi hasil penjualan 
padi tersebut sesuai kesepakatan awal.”jelasnya.21 
 
“menurut pengalaman saya dalam melakukan kerjasama, bahwa 
kerjasama penggarapan sawah dilakukan dengan cara tidak tertulis. Sehingga 
yang terjadi kerjasama dilakukan dengan lisan mbak…”Imbuhnya.22 
 
Berdasarkan keterangan dari ibu Ngatiyem (70 th) yang akrab dipanggil 
“mbok yem”, dalam sebuah penggarapan sawah pastilah ada orang yang 
menjadi pelaku dari akad tersebut. “setahuku pelaku dalam penggarapan 
sawah ada dua, yaitu pemilik sawah dan pengarap sawah.”23 Selain 
memaparkan tentang pelaku penggarapan sawah, Ngatiyem (70 th) juga 
memaparkan tentang syarat-syarat penggarapan sawah. “Menurut yang saya 
                                                          
21
 Bambang Setiawan, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 13 November 2018, jam 15.30-
16.30 WIB. 
22
 Ibid. 
23
 Ngatiyem, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 6 November 2018, jam 15.00-16.00 
WIB. 
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ketahui bahwa ada syarat-syarat mengenai penggarapan sawah, sebagai 
berikut :
24
 
1. Bibit padi yang akan ditanam ditentukan oleh kedua belah pihak, 
2. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi sampai siap panen kurang 
lebih 4 bulan, 
3. Menentukan sistem penggarapan padi yang digunakan (maro/mrapat), 
4. Hasil panen dibagi sesuai dengan sistem penggarapan padi yang 
disepakati, dan 
5. Biaya penanaman padi dibebankan sesuai dengan sistem penggarapan 
sawah. 
Selain itu, Ngatiyem (70 th) juga menjelaskan tentang sistem penggarapan 
sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, penjelasannya 
sebagai berikut : 
“sepengetahuan saya selama ini, sistem penggarapan sawah ada dua 
mbak…ada maro dan mrapat. Sedangkan, cara bagi hasil yang saya ketahui 
yaa…uang hasil padi yang sudah ada dibagi sesuai dengan sistem 
penggarapan sawah yang digunakan.”tuturnya.25 
 
“sesuai yang sudah pernah saya alami bahwa kerjasama penggarapan 
sawah tidak tertulis, melainkan hanya dengan lisan dan jarang ada orang 
yang menyaksikannya mbak...”Imbuhnya.26 
 
Berdasarkan keterangan dari bapak Tarno Sugito (76 th) yang akrab 
dipanggil “mbah tarno”, dalam sebuah penggarapan sawah pastilah ada orang 
yang menjadi pelaku dari akad tersebut. “menurut saya pelaku dalam 
                                                          
24
 Ngatiyem, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 6 November 2018, jam 15.00-16.00 
WIB. 
25
 Ibid. 
26
 Ibid. 
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penggarapan sawah ada dua, yakni pemilik sawah dan pengarap sawah.”27 
Selain menjelaskan tentang pelaku penggarapan sawah, Tarno Sugito (76 th) 
juga menjelaskan tentang syarat-syarat penggarapan sawah. “Menurut 
sepengetahuan saya ada syarat dalam penggarapan sawah, antara lain :
28
 
1. Padi yang ditanam ditentukan bersama oleh kedua pihak, 
2. Bagi hasil dilakukan sesuai dengan sistem penggarapan sawah yang 
digunakan, 
3. Sawah yang digarap termasuk sawah yang dapat ditanami, 
4. Waktu penanaman padi kurang lebih empat bulan, dan 
5. Biaya yang dikeluarkan untuk menggarapa sawah dibebankan sesuai 
dengan kesepakatan diawal. 
Selain itu, Tarno Sugito (76 th) juga memaparkan tentang sistem 
penggarapan sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, 
penjelasannya sebagai berikut : 
“selama ini yang saya ketahui bahwa sistem penggarapan sawah itu ada 
dua, yaitu maro dan mrapat mbak. Sedangkan, cara bagi hasil ya biasa 
mbak…ketika uang sudah ditangan saya, maka saat itu juga uang tersebut 
saya bagi sesuai dengan kesepakatan awal sistem penggarapan 
sawah.”paparnya.29 
 
“menurut saya ya mbak…bahwa kerjasama penggarapan sawah itu 
dilakukan dengan cara tidak tertulis. Namun, hanya dengan lisan dan tidak 
ada orang yang menyaksikannya selain dua pihak yang melakukan 
kerjasama.”Imbuhnya.30 
 
Berdasarkan keterangan dari bapak Trimo Cipto Wirejo (62 th) yang akrab 
dipanggil “pak mo”, dalam sebuah penggarapan sawah pastilah ada orang 
                                                          
27
 Tarno Sugito, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 11.30-12.30 
WIB. 
28
 Ibid. 
29
 Ibid. 
30
 Ibid. 
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yang menjadi pelaku dari akad tersebut. “menurut yang saya ketahui dalam 
penggarapan sawah terdapat pelaku, yaitu pemilik sawah dan pengarap 
sawah.”31 Selain menjelaskan tentang pelaku penggarapan sawah, Trimo Cipto 
Wirejo (62 th) juga menjelaskan tentang syarat-syarat penggarapan sawah. 
“Menurut yang saya ketahui terdapat syarat dalam penggarapan sawah, 
sebagai berikut :
32
 
1. Padi yang akan ditanam ditentukan oleh kedua belah pihak, 
2. Menentukan sistem penggarapan padi yang digunakan (maro/mrapat), 
3. Waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi sampai siap panen kurang 
lebih 4 bulan, 
4. Hasil panen dibagi sesuai dengan sistem penggarapan padi yang 
disepakati, dan 
5. Biaya penanaman padi dibebankan sesuai dengan sistem penggarapan 
sawah. 
Selain itu, Trimo Cipto Wirejo (62 th) juga menjelaskan tentang sistem 
penggarapan sawah dan cara bagi hasil yang digunakan di Dukuh Jaten, 
penjelasannya sebagai berikut : 
“sistem penggarapan sawah yang saat ini saya pakai yaitu mrapat, tapi 
biasanya sistemnya ada dua mbak...maro dan mrapat. Sedangkan, cara bagi 
hasil yang ada di Dukuh Jaten, yaitu dengan cara membagi hasil penjualan 
padi tersebut sesuai kesepakatan awal.”jelasnya.33 
 
“menurut yang saya lakukan dalam kerjasama, bahwa kerjasama 
penggarapan sawah itu dengan cara tidak tertulis. Sehingga dua pihak yang 
melakukan kerjasama dengan cara lisan mbak…”Imbuhnya.34 
                                                          
31
 Trimo Cipto Wirejo, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 11 November 2018, jam 
16.00-17.00 WIB. 
32
 Ibid. 
33
 Ibid. 
34
 Ibid. 
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C. Proses Terjadinya Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah 
Menurut keterangan dari Trimo Cipto Wirejo (62 th), “menurut 
sepengetahuan saya proses terjadinya bagi hasil dalam sistem penggarapan 
sawah dilakukan sesudah panen padi (setelah padi terjual). Pada saat proses 
tawar menawar harga padi antara penggarap sawah dengan penebas, kemudian 
penggarap sawah memberitahu pemilik sawah bahwa tanaman padi ditawar 
oleh penebas. Setelah pemilik sawah menyetujui, penggarap sawah 
menyampaikan persetujuan dari pemilik sawah kepada penebas. Setelah itu 
penebas memberikan panjer kepada penggarap sawah misalnya, harga Rp 
5.000.000,00 maka panjer Rp 1.000.000,00. Oleh penggarap sawah, uang 
panjer tersebut tidak diberikan kepada pemilik sawah, melainkan dipakai 
terlebih dahulu oleh penggarapa sawah. Setelah padi dipotong, penebas 
melunasi kekurangan pembayarannya kemarin. Pada saat penebas 
memberikan uangnya, penggarap langsung seketika memberikannya kepada 
pemilik sawah. Jadi, pemilik sawah hanya mengetahui bahwa tanaman padi 
laku sebesar yang diberikan oleh penggarap saat selesai panen. Setelah uang 
berada ditangan pemilik sawah, seketika uang tersebut dibagi antara pemilik 
sawah dengan penggarap sawah oleh pemilik sawah sesuai dengan sistem 
penggarapan sawah yang digunakan.”35 
                                                          
35
 Trimo Cipto Wirejo, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 11 November 2018, jam 
16.00-17.00 WIB. 
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Berdasarkan keterangan yang kami dapat saat melakukan wawancara 
dengan Tarno Sugito (76 th), “menurut yang saya ketahui terdapat beberapa 
tahapan bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah, sebagai berikut :
36
 
1. Penggarap sawah dan penebas (orang yang suka membeli padi) melihat 
padi yang akan di jual untuk melakukan penawaran harga, 
2. Apabila penggarap sawah dan penebas sudah sepakat mengenai harga jual 
padi, selanjutnya penggarap sawah melapor kepada pemilik sawah bahwa 
padi terjual dengan harga sekian, tetapi penggarap tidak memberitahukan 
harga yang sebenarnya, 
3.  Setelah harga disepakati, penebas memberikan uang panjer kepada 
penggarap sawah sebagai pembayaran awal dan kekurangan pembayaran 
akan dibayarkan pada saat padi sudah dipotong, 
4. Pada saat waktu yang ditentukan untuk pemotongan padi, penebas 
melunasi kekurangan pembayarannya kepada penggarap sawah, 
5. Setelah menerima uang dari penebas, penggarap sawah langsung 
memberikan uang tersebut kepada pemilik sawah, dan 
6. Oleh pemilik sawah, uang tersebut langsung dibagi sesuai sistem 
penggarapan sawah yang telah disepakati. 
Menurut keterangan dari Ngatiyem (70 th), “menurut yang saya ketahui 
mengenai bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah ada beberapa proses, 
yaitu :
37
 
1. Pada saat padi sudah mulai tua, penggarap sawah mencari penebas padi, 
                                                          
36
 Tarno Sugito, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 11.30-12.30 
WIB. 
37
 Ngatiyem, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 6 November 2018, jam 15.00-16.00 
WIB. 
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2. Kemudian penggarap sawah mengajak penebas untuk melihat padi yang 
sudah mulai tua tersebut, dan penebas mulai melakukan tawar menawar 
dengan penggarap sawah, 
3. Setelah harga sudah disepakati, penggarap diberi uang panjer oleh penebas 
dan uang tersebut digunakan oleh penggarap sawah tanpa memberitahu 
pemilik sawah, 
4. Setelah padi dipotong, penebas melunasi kekurangan pembayaran kepada 
penggarap sawah secara kontan, 
5. Uang pelunasan tersebut kemudian diberikan langsung kepada pemilik 
sawah dengan berkunjung kerumahnya. Pemilik sawah hanya mengetahui 
bahwa sawahnya laku terjual sebesar yang diberikan oleh penggarap 
sawah, dan 
6. Setelah uang dipegang oleh pemilik sawah, uang tersebut dibagi sesuai 
penggarapan sawah yang telah disepakati diawal antara penggarap sawah 
dengan pemilik sawah. 
Berdasarkan keterangan dari Bambang Setiawan (57 th), menurut saya 
bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah dilakukan oleh pemilik sawah dan 
penggarap sawah setelah panen, saya akan menjabarkan prosesnya secara 
gamblang, sebagai berikut :
38
 
1. Pemilik sawah melihat tanaman padi yang ada disawah. Apabila padi 
terlihat sudah tua, maka pemilik sawah memberitahu penggarap sawah 
untuk segera menjual padinya. 
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 Bambang Setiawan, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2019, jam 16.00-
17.00 WIB. 
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2. Penggarap sawah melapor kepada pemilik sawah bahwa telah menemukan 
orang yang akan membeli hasil padinya. Pemilik sawah hanya memberi 
persetujuan untuk melakukan proses jual beli. 
3. Tetapi pemilik sawah tidak mau ikut campur dalam kegiatan penjualan 
hasil padi tersebut, melainkan pemilik sawah hanya tinggal menunggu 
hasil panennya diberikan oleh penggarap sawah. 
4. Setelah uang hasil panen berada ditangan pemilik sawah, maka uang 
tersebut dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan kesepakatan awal 
atau sesuai dengan sistem penggarapannya. 
Menurut keterangan yang kami dapat saat  melakukan wawancara dengan 
Heru Slameto (48 th), “sepengetahuan saya bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah itu  diawali dengan penjualan hasil padi. Jadi, pemilik 
sawah mengecek padi yang ada disawah, apabila dirasa tanaman padi sudah 
siap panen maka pemilik sawah menyuruh penggarap sawah untuk menjual 
padi tersebut. Setelah ada penebas padi, penggarap sawah memberitahu 
pemilik sawah bahwa ada seorang penebas yang akan membeli hasil padinya. 
Pemilik sawah tidak ikut campur dalam hal penjualan hasil padi. Setelah uang 
hasil panen diserahkan penggarap sawah kepada pemilik sawah, maka 
uangnya dibagi antara pemilik sawah dan penggarap sawah sesuai kesepakatan 
awal.
39
 
Berdasarkan keterangan dari Sri Wahyuningsih (53 th), menurut saya bagi 
hasil dalam sistem penggarapan sawah dilakukan oleh pemilik sawah dan 
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 Heru Slameto, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2019, jam 13.00-14.00 
WIB. 
57 
 
penggarap sawah setelah panen, saya akan menjabarkan prosesnya secara 
gamblang, sebagai berikut :
40
 
1. Pemilik sawah mengontrol tanaman padi disawah. Pemilik sawah 
menyarankan kepada penggarap sawah untuk segera menjual hasil padinya 
apabila sudah tua. 
2. Apabila penggarap sawah sudah menemukan penebas yang akan membeli 
hasil padinya, maka penggarap sawah segera memberitahu pemilik sawah. 
3. Namun, pada proses penjualan padi pemilik sawah tidak terjun langsung. 
Melainkan hanya menunggu hasilnya saja dari penggarap sawah. 
4. Apabila penggarap sawah sudah memberikan hasil penjualan padi kepada 
pemilik sawah, maka uang tersebut dibagi antara pemilik sawah dan 
penggarap sawah sesuai dengan kesepakatan awal.  
 
D. Objek Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wahyuningsih (53 th), beliau 
selaku pemilik sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari 
penggarapan sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
       “Setahu saya ya mbak…dalam penggarapan sawah yang dijadikan objek 
ya sawah itu sendiri. Soalnya selama ini yang saya ketahui ya begitu 
mbak.”jelasnya.41 
 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Heru Slameto (48 th), beliau selaku 
pemilik sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari penggarapan 
sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
                                                          
40
 Sri Wahyuningsih, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 21 Februari 2019, jam 14.30-15.30 
WIB. 
41
 Sri Wahyuningsih, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 5 November 2018, jam 16.00-
17.00 WIB. 
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“Saya itu pahamnya kalau objek penggarapan sawah itu yaa sawah 
mbak…soalnya dimana pun kalau terjadi kerjasama antara pemilik sawah 
dengan penggarap sawah ya pasti sawah yang digunakan sebagai 
objek.”tuturnya.42 
 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Setiawan (57th), beliau 
selaku pemilik sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari 
penggarapan sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
       “Jadi begini mbak…objek penggarapan sawah itu yaa sawah itu sendiri, 
karena saya juga pernah melakukan kerjasama penggarapan sawah dengan 
seorang penggarap sawah dan secara otomatis sawah lah yang menjadi objek 
utama dalam kegiatan tersebut.”tegasnya.43 
 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Ngatiyem (70th), beliau selaku 
penggarap sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari penggarapan 
sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
       “Setahu saya ya mbak…dalam penggarapan sawah itu objeknya yaa 
sawah mbak, soalnya yang digarap kan sawah juga mba.”ujarnya.44 
 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Tarno Sugito (76 th), beliau selaku 
penggarap sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari penggarapan 
sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
       “objek dari penggarapan sawah yaa sawah itu sendiri mbak…soalnya 
kan hasil yang di dapat juga berasal dari sawah itu mbaa, jadi otomatis 
objeknya yaa lahan persawahan itu mbak.”jelasnya.45 
 
       Berdasarkan hasil wawancara dengan Trimo Cipto Wirejo (62 th), beliau 
selaku penggarap sawah memberikan penjelasan mengenai objek dari 
penggarapan sawah, penjabarannya sebagai berikut : 
                                                          
42
 Heru Slameto, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 12.30-13.30 
WIB. 
43
 Bambang Setiawan, Pemilik Sawah, Wawancara Pribadi, 13 November 2018, 15.30-16.30 
WIB. 
44
 Ngatiyem, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 6 November 2018, 15.00-16.00 WIB. 
45
 Tarno Sugito, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 10 November 2018, jam 11.30-12.30 
WIB. 
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       “Kalau menurut saya yaa mbk…objek dari penggarapan sawah itu yaa 
sawah itu sendiri mbak, soalnya kan yang digarap disini sawah berarti 
objeknya yaa sawah tersebut.”tuturnya.46 
                                                          
46
 Trimo Cipto Wirejo, Penggarap Sawah, Wawancara Pribadi, 11 November 2018, jam 
16.00-17.00 WIB. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis  Terhadap Akad Dalam Sistem Penggarapan Sawah 
       Dalam bab II penulis telah memaparkan tentang syarat-syarat orang yang 
melakukan akad, dalam hal ini adalah pemilik sawah dan penggarap sawah. 
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa kedua orang yang 
berakad dalam pelaksanaan kerjasama muza>ra’ah di Dukuh Jaten Desa Trasan 
telah memenuhi persyaratan dalam hukum Islam, diantaranya yaitu kedua 
belah pihak telah berakal sehat. 
       Selain berakal, ada syarat lain terkait dengan muza>ra’ah. Syarat tersebut 
berkaitan dengan tanaman, yaitu disyariatkan adanya penentuan macam apa 
saja yang akan ditanam. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan bahwa 
pemilik sawah dan penggarap sawah telah sepakat dalam menentukan jenis 
tanaman apa yang akan ditanam di sawah. Dengan begitu syarat tersebut 
sudah terpenuhi. 
       Dalam muza>ra’ah ada juga syarat mengenai tanah atau sawah, yaitu tanah 
atau sawah tersebut dapat ditanami. Berdasarkan data yang diperoleh di 
lapangan bahwa sawah yang digunakan dalam kerjasama penggarapan sawah 
dapat ditanami. Hal ini sudah sesuai dengan syarat tersebut. 
       Disamping itu pula, penggarap sawah maupun pemilik sawah 
memperoleh bagian dari hasilnya karena masing-masing dari keduanya ikut 
membantu dalam proses penggarapan sawah, kerjasama muza>ra’ah 
diperbolehkan oleh hukum Islam karena ketentuan hasil yang diperoleh dari 
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usaha masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan  firman Allah dalam surat 
At-Taubah ayat 4 : 
                                                                                                                        
                                                                      
Terjemahnya: 
     “Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian 
(dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi 
perjanjian mu) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi 
kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya”1 
 
       Selain itu para pihak, baik pemilik sawah maupun penggarap sawah 
dalam pelaksanaan kerjasama penggarapan sawah, juga sudah mumayyiz 
sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 
       Tanah pertanian yang merupakan sumber sebagian besar matapencaharian 
utama bagi sebagian masyarakat di Dukuh Jaten, Desa Trasan, maka bagi para 
petani yang kurang bisa memanfaatkan lahan pertaniannya tersebut digarap 
oleh orang lain. 
       Dari hal tersebut inilah para pihak yang saling membutuhkan yakni 
pemilik sawah maupun penggarap sawah. Sebagian besar masyarakat di 
Dukuh Jaten, Desa Trasan mempunyai tanah yang sangat luas dan subur, akan 
tetapi ada yang tidak mempunyai waktu untuk mengelola ataupun ada yang 
kurang bisa memanfaatkan tanah tersebut. Maka dari itu terjadilah kerjasama 
penggarapan sawah. Dengan sawah itu bisa digunakan untuk menanam padi. 
 
 
                                                          
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 78 
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       Secara bahasa, muza>ra’ah adalah berasal dari kata  عرز (zara’a),  yang 
memiliki arti menaburkan benih ditanah.
2
 Artinya satu pihak menaburkan 
benih dalam hal ini menggarap sawah, sedangkan satu pihak yang lain 
menyediakan lahan atau sawah yang akan digarap. 
       Begitu pula dalam kerjasama penggarapan sawah di Dukuh Jaten, Desa 
Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, para pihak masing-masing 
mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan kerjasama yang mereka sepakati 
bersama. 
       Dalam pelaksanaan pengelolaan sawah dengan sistem bagi hasil 
prakteknya sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Dan diikuti oleh para 
sahabat, tanpa seorangpun dari mereka yang melarangnya, sebagaimana hadis 
Nabi SAW yang berbunyi : 
 
Artinya : 
       “Diriwayatkon dari Abdullah bin Umar ra: Nabi SAW mendatangani 
perjanjian dengan penduduk kaibor untuk memanfaatkan tanah dengan itu 
yang berupa sayuran dari buah-buahan, akan menjadi bagian mereka. Nabi 
SAW memberi isteri-isterinya masing-masing 100 wasq, yaitu 80 wasq kurma 
dan 20 wasq gandum (Bukhari)”3 
       Dari hadits tersebut diatas dapat dipahami bahwa penggarapan sawah 
dengan sistem bagi hasil dibolehkan oleh syari’at Islam, atas dasar tersebut 
maka masyarakat Desa Trasan mengadakan kerjasama penggarapan sawah 
                                                          
2
 Rahmad Syafii, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 205 
3
 Imam Bukhari, al-jami’al-Musnad al-shahih, (Beirut : Darul Fikr), hlm. 447 
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dengan sistem penggarapan sawah maro atau mrapat. Bagi hasil dengan 
menggunakan sistem maro yaitu menyerahkan separuh dari hasil sawah 
garapan untuk penggarap dengan syarat penggarapnya menanggung semua 
biaya dalam penggarapan sawah dan pemilik sawah hanya memberikan sawah 
tersebut untuk dikelola oleh penggarap sawah. Sedangkan, bagi hasil dengan 
sistem mrapat yaitu menyerahkan seperempat dari hasil sawah garapan untuk 
penggarap dengan syarat penggarapnya hanya mengelola sawah saja dan 
pemilik sawah yang akan menanggung semua biaya dalam penggarapan 
sawah. 
       Muza>ra’ah adalah suatu kerjasama dalam penggarapan sawah antara 
pemilik sawah dengan penggarap sawah, kerjasama dianggap terjadi dan sah 
dengan dimulai berlakunya hukum apabila kedua belah pihak ternyata masing-
masing menyetujui akan mengadakan kerjasama. Dalam hukum Islam semua 
kerjasama penggarapan sawah atau muza>ra’ah harus diperhatikan rukun dan 
syarat-syarat. Rukun muza>ra’ah adalah tanah, perbuatan pekerjaan, modal, dan 
alat-alat untuk menanam, sebab muza>ra’ah adalah suatu kerjasama dalam 
penggarapan sawah. 
       Hal ini juga berlaku dalam kerjasama penggarapan sawah di Dukuh Jaten, 
Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten yang isi dari kerjasama 
itu disepakati oleh pemilik sawah dan penggarap sawah. Akibat hukum dari 
kerjasama tersebut adalah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban 
yang harus dipenuhi. 
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       Dari data tersebut, maka kerjasama penggarapan sawah pada garis 
besarnya dapat dianalisis dari akad muza>ra’ah yang dianggap sah apabila 
syarat dan rukunnya terpenuhi, yakni : 
1. Aqid, yaitu adanya pihak pemilik sawah dan penggarap sawah 
       Dalam hal ini pihak pemilik sawah adalah orang yang menyediakan 
tanah pertanian atau sawah (Sri Wahyuningsih, Heru Slameto, Bambang 
Setiawan), sedangkan penggarap sawah adalah orang yang menggarap 
tanah pertanian atau sawah (Ngatiyem, Tarno Sugito, Trimo Cipto 
Wirejo). Kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat, yakni harus 
berakal dengan kata lain para pihak dapat melakukan kerjasama, manusia 
dipandang mempunyai akal untuk membedakan hal-hal yang baik dan 
buruk. 
2. Ma’qud ‘alaih (objek akad yaitu manfaat tanah dan pekerjaan) 
       Dalam hal ini objek akad adalah lahan pertanian atau sawah. Lahan 
pertanian atau sawah harus memenuhi beberapa syarat, yakni tanah 
tersebut dapat ditanami dengan kata lain lahan pertanian atau sawah harus 
dalam kondisi dapat ditanami selama sawah tersebut dijadikan objek akad. 
Syarat yang lain selain tanah tersebut dapat ditanami yakni tanah tersebut 
dapat diketahui batas-batasnya dengan kata lain batas-batas dari lahan 
pertanian atau sawah tersebut jelas. 
3. Ijab qabul 
       Maksud dari ijab qabul adalah suatu proses terjadinya akad antara 
pemilik sawah dan penggarap sawah. Kedua belah pihak harus suka sama 
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suka (rela) dalam melakukan ijab qabul tanpa adanya suatu paksaan atau 
tekanan sedikitpun. 
       Dalam hubungannya dengan ijab qabul, Nabi Muhammad SAW. tidak 
memberikan ketentuan melalui kata-kata tertentu atau tidak, akan tetapi 
segala hal yang dapat memberikan maksud dari transaksi kerjasama 
penggarapan sawah atau muza>ra’ah adalah boleh. 
       Akad kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh para pemilik 
sawah dan penggarap sawah yang beragama Islam di Dukuh Jaten, Desa 
Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten adalah menggunakan 
bahasa sehari-hari, yaitu bahas Jawa dan bahasa Indonesia. 
4. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil tanaman (bagi hasil) 
Bagi hasil akan dilakukan setelah hasilnya terkumpul semua. Dalam bagi 
hasil ada beberapa syarat, antara lain :
4
 
a. Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya) 
ketika akad; 
b. Hasil adalah milik bersama; 
c. Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama; 
d. Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui; dan 
e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan ma’lum. 
 
                                                          
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 158-159 
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       Selain itu, kerjasama penggarapan sawah pada garis besarnya dapat juga 
dianalisis dari akad mud}a>rabah  yang dianggap sah apabila syarat dan 
rukunnya terpenuhi, yakni : 
1. Aqida’in (dua orang yang berakad), dalam hal ini yaitu pemilik sawah dan 
penggarap sawah. Kedua belah pihak harus memenuhi beberapa syarat, 
yakni cakap bertindak hukum. Dengan kata lain, para pihak dapat 
melakukan kerjasama, manusia dipandang mempunyai akal untuk 
membedakan hal-hal yang baik dan buruk. 
2. Al-Ma>l (Modal), dalam hal ini setiap kerjasama penggarapan sawah maro 
dan mrapat memerlukan modal. Modal harus memenuhi beberapa syarat, 
yakni modal bukan merupakan pinjaman. Dengan kata lain, modal yang 
digunakan dalam kerjasama sistem penggarapan sawah maro dan mrapat 
bukan merupakan pinjaman, modal utama yang digunakan dalam 
kerjasama penggarapan sawah maro dan mrapat yaitu sawah. 
3. Al-riba> (Keuntungan), dalam hal ini yaitu keuntungan yang didapat dari 
penjualan padi. Keuntungan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, 
yakni keuntungan sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan kata lain, 
keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak itu sesuai dengan 
kesepakatan awal.  
       Dari kenyataan yang ada bahwa garis besarnya bila dianalisis, maka 
kerjasama dengan sistem penggarapan sawah maro dan mrapat yang telah 
dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, 
Kabupaten Klaten tersebut sudah sesuai dengan rukun dan syarat muza>ra’ah  
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serta rukun dan syarat mud}a>rabah. Selain itu, menurut QS. At-Taubah ayat 4 
dan hadis Nabi SAW., kerjasama sistem penggarapan sawah yang ada di 
Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten 
diperbolehkan. 
 
B. Analisis Terhadap Bagi Hasil Dalam Sistem Penggarapan Sawah Maro 
Dan Mrapat Perspektif Hukum Islam 
       Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwasannya bagi hasil 
dilakukan setelah semua uang terkumpul. Tetapi, dari hasil penelitian ini 
penggarap sawah telah memakai uang panjer terlebih dahulu, yang harusnya 
uang tersebut diberikan kepada pemilik sawah beserta uang pelunasan dari 
penebas lalu dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, tetapi kenyataannya 
banyak penggarap sawah yang melakukan hal tersebut. Namun, ada beberapa 
orang yang yang malaksanakan bagi hasil penggarapan sawah dengan benar. 
       Dari peristiwa diatas, timbul masalah antara pemilik sawah dan penggarap 
sawah. Dikarenakan bagi hasil yang seharusnya dilakukan saat semua hasil 
penjualan padi terkumpul tetapi penggarap sawah memakai terlebih dahulu 
uang panjer dari penebas, dan akhirnya menimbulkan ketidakadilan. Untuk 
mencari jalan keluar, akhirnya Kepala Desa juga tokoh agama berkumpul 
untuk musyawarah membantu masalah yang sedang dihadapi masyarakatnya 
itu guna mendapatkan jalan keluar. 
       Setelah dilakukan musyawarah ternyata bagi hasil penggarapan sawah 
tersebut tidak dilakukan secara adil yang pada akhirnya timbul ketidakadilan 
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diantaranya. Akhirnya, hasil dari musyawarah yang dihadiri juga pemilik 
sawah dan penggarap sawah tersebut, bahwa penggarap sawah harus lebih 
terbuka terhadap pemilik sawah mengenai hasil penjualan padi. Apabila dari 
penebas telah memberikan sejumlah uang baik itu uang panjer ataupun uang 
pelunasan harus langsung diberikan kepada pemilik sawah, kecuali ada alasan 
tertentu. Misalnya, kerjasama penggarapan sawah, tetapi ketika pemilik sawah 
dan penggarap sawah hendak melakukan bagi hasil, uang hasil panen belum 
digenapi oleh penebas. Dalam hal ini dikarenakan padi belum selesai 
dipotong. 
       Ketidakadilan dalam kerjasama pengarapan sawah membuat salah satu 
pihak merasa dirugikan. Karena katidakadilan tersebut adalah kesenjangan 
yang terjadi diantara pemilik sawah dengan penggarap sawah, maka jika 
terjadi permasalahan harus diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut 
sehingga keputusannya akan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak. Pada saat inilah pihak yang merasa dirugikan, terutama pihak pemilik 
sawah, akan mendapatkan haknya. 
       Dari data tersebut, maka bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah 
perspektif hukum Islam pada garis besarnya dapat dianalisis dari prinsip 
ekonomi dalam hukum Islam yang dianggap sesuai apabila prinsip-prinsipnya 
terpenuhi, yakni : 
1. Prinsip Keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip 
yang penting.  Pada proses bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah 
maro dan mrapat yang ada di Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten belum sesuai 
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dengan prinsip ini sehingga terjadi ketidakadilan. Hal tersebut dikarenakan 
penggarap sawah telah menggunakan uang panjer terlebih dahulu sebelum 
semua hasil penjualan terkumpul dan tidak memberitahu pemilik sawah. 
2. Prinsip Al Ih}san (berbuat kebaikan), pemberian manfaat kepada orang lain 
lebih daripada hak orang lain itu. Pada proses bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah maro dan mrapat yang ada di Jaten, Trasan, Juwiring, 
Klaten penggarap sawah belum sesuai dengan prinsip ini. Dikarenakan 
penggarap sawah lebih mementingkan haknya sendiri dibandingkan harus 
berbuat baik atau memberi manfaat kepada orang lain. 
3. Prinsip Al Mas’uliyah (accountability, pertanggung jawaban). Pada proses 
bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah maro dan mrapat yang ada di 
Jaten, Trasan, Juwiring, Klaten penggarap sawah belum sesuai dengan 
prinsip ini. Dikarenakan penggarap sawah tidak langsung memberikan 
uang panjer kepada pemilik sawah dan menggunakan uang panjer tersebut 
tanpa sepengetahuan pemilik sawah. Pada saat penggarap sawah 
menyerahkan uang hasil penjualan padi kepada pemilik sawah, uang 
panjer yang sudah digunakan oleh penggarap sawah tidak diganti. 
4. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran. Pada proses bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah maro dan mrapat yang ada di Jaten, Trasan, Juwiring, 
Klaten penggarap sawah belum sesuai dengan prinsip ini. Dikarenakan 
penggarap sawah kurang menegakkan kejujuran dan kebenaran terkait 
dengan hasil dari penjualan padi. Penggarap sawah tidak berkata jujur 
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mengenai hasil padi secara keseluruhan dan tidak berkata benar terkait 
uang panjer yang digunakan terlebih dahulu oleh penggarap sawah. 
Dalam surat al-Baqarah ayat 188 : 
 ْنِّم اًقْـِيرَف اْوُلُکْأَِتل ِماَّکـُحْلا ىَلِا ْۤاَهِب اْوُلُْدتَو ِلِطاَبْلِاب ْمُكَن ْـيَـب ْمُكَـلاَوَْما ا ْْۤوُلُكَْأت َلََو اَّنلا ِلاَوَْما  ِس  
 َنْوُمَلْعَـت ْمُتْـَناَو ِمْث ِْلَِاب 
Terjemahnya: 
       “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain 
di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 
daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal 
kamu mengetahui.”5 
 
       Sesuai ayat diatas bahwasannya setiap melakukan bagi hasil dalam 
kerjasama harus dilakukan secara terbuka dan adil diantara para pihaknya 
yang pada akhirnya tidak menimbulkan ketidakadilan diantaranya. Sehingga 
kerjasama tersebut tidak merugikan salah satu pihak. 
       Dipandang dari prinsip ekonomi dalam hukum Islam dan QS. Al-Baqarah 
ayat 188, bagi hasil dalam kerjasama penggarapan sawah maro dan mrapat 
yang dilakukan sebagian besar masyarakat di Dukuh Jaten, Desa Trasan, 
Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten tersebut bertentangan dengan prinsip 
ekonomi dalam hukum Islam dan QS. Al-Baqarah ayat 188, karena ada 
ketidakadilan yang terjadi dalam proses bagi hasil, penggarap sawah memakai 
uang panjer yang diberikan oleh penebas dengan tidak memberitahu pemilik 
sawah terlebih dahulu, sementara pemilik sawah hanya mengetahui tanaman 
padi terjual sebesar uang yang diterima pada saat penebas melunasi 
                                                          
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 46 
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pembayaran. Selain itu, penggarap sawah juga tidak mengganti uang panjer 
yang telah digunakan pada saat terjadinya proses bagi hasil antara pemilik 
sawah dan penggarap sawah. Sementara yang uang yang dibagi hasil adalah 
uang pelunasan dari penebas. Jadi, proses bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah maro dan mrapat tidak sesuai dengan prinsip ekonomi 
dalam Islam dan QS. Al-Baqarah ayat 188. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
       Setelah penulis menguraikan masalah-masalah di dalam pembahasan ini, 
serta pemberian penjelasan dan analisa maka penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah di Dukuh Jaten, Desa Trasan, 
Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten menggunakan dua sistem yaitu 
maro dan mrapat. Jumlah uang yang dibagihasilkan antara pemilik sawah 
dan penggarap sawah bukan jumlah uang keseluruhan dari hasil penjualan 
padi. Melainkan hanya uang pelunasan pembayaran dari penebas, 
sedangkan uang panjer telah digunakan oleh penggarap sawah terlebih 
dahulu. 
2. Dari perspektif hukum Islam bagi hasil dalam sistem penggarapan sawah 
maro dan mrapat yang dilakukan di Dukuh Jaten, Desa Trasan, Kecamatan 
Juwiring, Kabupaten Klaten tersebut beberapa masyarakat belum sesuai 
dengan hukum Islam, karena ada ketidakadilan dalam proses bagi hasil. 
Penggarap sawah memakai uang panjer yang diberikan oleh penebas tanpa 
memberitahu pemilik sawah terlebih dahulu. Sehingga uang yang 
dibagihasilkan bukan keseluruhan dari hasil penjualan padi. Namun, 
sebagian besar masyarakat yang melakukan bagi hasil sudah sesuai dengan 
hukum Islam. 
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B. Saran 
       Dari pemaparan di atas, peneliti memberikan saran kepada peneliti lain 
untuk dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, sebagai 
berikut : 
1. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih memperhatikan dan mengkaji 
lebih komprehensif pada permasalahan bagi hasil dalam sistem 
penggarapan sawah, karena banyaknya kasus ketidakadilan dalam bagi 
hasil sistem penggarapan sawah, ketidakadilan tersebut dapat merugikan 
salah satu pihak dalam kerjasama penggarapan sawah, dan tidak 
terpenuhinya rukun serta syarat dari kerjasama penggarapan sawah, juga 
karena kurangnya rujukan dalam penelitian ini. 
2. Penggarap sawah, hendaknya lebih jujur, transparan, dan amanah dalam 
menjual padi melalui penebas. Selain itu, apabila dari penebas 
memberikan uang meskipun uang tersebut hanya sebagai uang panjer tapi 
tetap harus diberitahukan kepada pemilik sawah. Hal tersebut dilakukan 
agar bagi hasil dapat terlaksana dengan sesuai rukun dan syarat yang ada. 
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PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK SAWAH 
1. Siapa nama lengkap anda ? 
2. Berapa usia anda sekarang ? 
3. Apa agama anda ? 
4. Apa pekerjaan anda ? 
5. Dimana alamat rumah anda ? 
6. Apakah anda memiliki sawah ? 
7. Dimana letak sawah anda ? 
8. Berapa luas sawah anda ? 
9. Apakah anda pernah menyuruh orang lain untuk menggarap sawah anda ? 
10. Siapa saja yang pernah menggarap sawah anda ? 
11. Berapa lama sawah anda digarap oleh orang lain ? 
12. Apa sistem penggarapan sawah yang anda gunakan dalam kerjasama 
penggarapan sawah ? 
13. Bagaimana cara menentukan jenis tanaman padi yang akan ditanam oleh 
penggarap padi ? 
14. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola atau menggarap sawah ? 
15. Siapa yang menanggung biaya penggarapan sawah ? 
16. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai padi siap untuk dipanen ? 
17. Apakah anda pernah mengalami kerugian atau gagal panen ? 
18. Apakah tanaman padi anda panen sendiri atau anda jual kepada orang lain ? 
19. Apakah anda mengetahui siapa yang membeli padi anda ? 
20. Apakah anda hadir ketika proses penjualan padi berlangsung ? 
21. Apakah anda mengetahui adanya uang panjer dalam penjualan padi ? 
22. Bagaimana cara anda melakukan bagi hasil dengan penggarap sawah ? 
23. Berapa banyak hasil yang anda terima saat bagi hasil ? 
24. Kapan bagi hasil itu dilaukan ? 
25. Dimana bagi hasil itu dilakukan ? 
26. Apakah ada prosentase tersendiri dalam menentukan besarnya biaya dan bagi 
hasil ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA PENGGARAP SAWAH 
1. Siapa nama lengkap anda ? 
2. Berapa usia anda sekarang ? 
3. Apa agama anda ? 
4. Apa pekerjaan anda ? 
5. Dimana alamat rumah anda ? 
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11. Apa sistem penggarapan sawah yang anda gunakan ? 
12. Bagaimana cara menentukan jenis tanaman padi yang akan ditanam oleh 
penggarap padi ? 
13. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mengelola atau menggarap sawah ? 
14. Siapa yang menanggung biaya penggarapan sawah ? 
15. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai padi siap untuk dipanen ? 
16. Apakah anda pernah mengalami kerugian atau gagal panen ? 
17. Apakah tanaman padi anda panen sendiri atau anda jual kepada orang lain ? 
18. Apakah anda mengetahui siapa yang membeli padi anda ? 
19. Apakah anda hadir ketika proses penjualan padi berlangsung ? 
20. Apakah anda memberitahu pemilik sawah tentang adanya uang panjer dari 
penebas padi ? 
21. Bagaimana cara anda melakukan bagi hasil dengan pemilik sawah ? 
22. Berapa banyak hasil yang anda terima saat bagi hasil ? 
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25. Apakah ada prosentase tersendiri dalam menentukan besarnya biaya dan bagi 
hasil ? 
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1. Siapa nama lengkap anda ? 
2. Berapa usia anda sekarang ? 
3. Apa agama anda ? 
4. Apa pekerjaan anda ? 
5. Dimana alamat rumah anda ? 
6. Bagaimana struktur organisasi di kelurahan Desa Trasan ini ? 
7. Bagaimana tugas dan fungsi dari tiap-tiap perangkat desa ? 
8. Bagaimana perkembangan desa trasan ? 
9. Apa visi misi dari Desa Trasan ? 
10. Bagaimana letak geografis Desa Trasan ? 
11. Berapa banyak penduduk yang bermatapencaharian petani atau buruh tani ? 
12. Berapa luas rata-rata sawah yang ada di Desa Trasan ? 
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